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ABSTRAK

Penelitian dengan judul “Hukum Otopsi Jenazah (Analisis Komparatif
Istinba>t} Hukum Fatwa Jabatan Mufti Wilayah Persekutuan Malaysia Irsyad Al-
Fatwa Ke 94 Dengan Fatwa Majelis Ulama Indonesia Nomor 6 Tahun 2009)”
adalah penelitian normatif yang menjawab dua rumusan masalah yaitu bagaimana
fatwa Jabatan Mufti Wilayah Persekutuan Malaysia Isyad Al-Fatwa ke 94 dan
Majelis Ulama Indonesia Nomor 6 Tahun 2009 mengenai hukum otopsi jenazah?
Bagaimana analisis perbandingan fatwa Jabatan Mufti Wilayah Persekutuan
Malaysia Irsyad Al-Fatwa ke 94 dengan Majelis Ulama Indonesia Nomor 6 Tahun
2009 tentang hukum otopsi jenazah?

Penelitian ini adalah penelitian komperatif yang menguji hipotesis
mengenai perbedaan antara variabel atau sampel yang diteliti. Dalam penelitian
komperatif ini dilakukan perbandingan antara dua variabel, yaitu dicari perbedaan
dari kedua fakta yang diteliti. Fakta yang akan diteliti dalam penelitian kali ini
adalah Fatwa Jabatan Mufti Wilayah Persekutuan Malaysia Irsyad Al-Fatwa Ke 94
dengan Fatwa Majelis Ulama Indonesia Nomor 6 Tahun 2009. Penelitian ini juga
adalah jenis penelitian library research yang berpusat pada kajian fatwa otopsi
jenazah menurut Jabatan Mufti Wilayah Persekutuan Malaysia dan Majelis Ulama
Indonesia serta menggunakan karya-karya ilmiah yang berkaitan dengan penelitian.

Proses penelitian menemukan bahwa Jabatan Mufti Wilayah Persekutuan
Malaysia menetapkan bahwa sunnah hukumnya otopsi jenazah berdasarkan
keadaan yang tertentu dan mubah. Majelis Ulama Indonesia pula memfatwakan
hukum otopsi jenazah sebagai harus berdasarkan keadaan yang tertentu. Antara
persamaan kedua institusi ini adalah dari segi hukum, keduanya berpendapat harus
otopsi jenazah tetapi berdasarkan keadaan tertentu. Manakala, yang menjadi
perbedaan kedua institusi tersebut adalah Jabatan Mufti Wilayah Persekutuan
Malaysia dalam istinba>t} hukumnya lebih menggunakan metode giyas dan hanya
beberapa gaidah fighiyyah yang digunakan, tetapi Majelis Ulama Indonesia lebih
menggunakan gaidah fighiyyah dalam membahas permasalahan otopsi.

Saran yang terdapat dalam penelitian ini ditujukan kepada semua pihak
terutama bagi pihak medis dan badan yag diberi kewenangan melakukan autopsi
oleh pihak pengadilan, walaupun ayat tentang kebolehan otopsi jenazah tidak ditulis
secara umum, namun penggunaan otopsi jenazah pada masa kini amat diperlukan
dalam membantu mencari keadilan bagi si mati dan keluarga si mati dan juga untuk
kemaslahatan ummat.
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BAB I
PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Pada masa kini, perkembangan ilmu kedokteran dalam bidang otopsi
menjadi pembahasan umum dalam kalangan para medis dan juga ulama figh.
Otopsi atau bedah siasat mayat dilakukan dalam mencari bukti atau penyebab
dari kematian seseorang. Namun, pada umumnya otopsi ini masih lagi tidak
bisa diterima dalam kalangan masyarakat karena dianggap sebagai perbuatan
yang menyakiti dan merusak mayat dan juga bertentangan dengan hukum
Islam.!

Dalam mengungkap keadilan pada si mati, pihak penegak hukum harus
menggunakan kaidah otopsi untuk mencari penyebab kematian si mati. Otopsi
menjadi ilmu kedokteran yang sangat penting pada masa Kkini maupun
sebelumnya karena dari hasil otopsi tersebut dapat membantu pihak pengadilan
dalam menjadi sebagai salah satu alat bukti untuk membantu pihak keluarga si
mati menuntut keadilan.?

Isitlah otopsi atau autopsia yang membawa arti pembedahan mayat.
Dalam bahasa Inggeris dikenal pula sebagai autopsy yang bermakna
pemeriksaan yang dilakukan terhadap jasad orang yang telah mati dalam

mencari punca atau penyebab kepada kematian. Manakala istilah otopsi dalam

! Muhammad Hatta et al., “Autopsi Ditinjau Dari Perspekif Hukum Positif Indonesia Dan Hukum
Islam”, Jurnal Wacana Hukum Islam Dan Kemanusiaan, No. 1, Vol. 19 (2019), 28.
2 1bid., 28.



Kamus Bahasa Indonesia berarti pemeriksaan pada tubuh badan manusia yang
tidak bernyawa melalui proses pembedahan untuk megetahui punca atau
penyebab kematian.®

Sejarah perubatan telah mencatatkan bahwa otopsi ke atas mayat mula
diperkenalkan dari negara Arab kemudian berkembang ke Greek dan negara-
negara barat seterusnya ke seluruh dunia. Perkembangan kemajuan sains
perubatan dalam ilmu pembedahan ini berasaskan kepada keilmuan yang telah
dibawa oleh tokoh Islam yaitu, Ibnu Sina. Perkembangan ini telah
menghasilkan teknologi modern dalam ilmu autopsi dengan cara yang lebih
saintifik bagi mencari keadilan.*

Otopsi pertama kali dilakukan oleh pakar dalam bidang otopsi dari
Yunani yang bernama Erasistratus dan Herophilus pada abad ke-3 Sebelum
Masehi. Raja Frederik Il telah memperkenalkan otopsi sebagai salah satu ilmu
kedokteran yang berkepentingan dalam perkembangan pendidikan ilmu
kedokteran. Pada mulanya, otopsi hanyalah untuk mempelajari anatomi pada tubuh
badan manusia. Pada tahun 1682-1771, Giovanni Morgagni merupakan tokoh
yang seterusnya berperanan besar dalam pengembangan ilmu anatomi melalui
kaidah otopsi ini.>

Cara otopsi pada tubuh badan manusia dalam setiap kasus harus
lengkap, semua rongga tubuh harus dibuka, dan setiap organ harus dibuka

diperiksa, karena bukti berkontribusi pada penyebab kematian dapat ditemukan

3 Muhammad Hatta et al., “Autopsi Ditinjau Dari Perspekif Hukum Positif Indonesia Dan Hukum
Islam”, Jurnal Wacana Hukum Islam Dan Kemanusiaan, No. 1, Vol. 19 (2019), 29.

4 1bid., 28.

% Ibid.



di lebih dari satu organ. Otopsi lengkap diperlukan untuk memperkuat
kebenaran dari bukti saksi mata. Otopsi harus dilakukan oleh doker dan ianya
tidak bisa diserahkan kepada petugas kamar mayat karena dokter harus
mengeluarkan organ itu sendiri. Lalu, petugas harus mempersiapkan tubuh dan
membantu dokter jika diperlukan, seperti menggergaji tutup tengkorak,
merekonstruksi tubuh dan banyak lagi.®

Pada abad ke 17, ilmu otopsi mulai sangat dibutuhkan dalam membantu
mencari keadilan si mati karena dari hasil otopsi tersebut dapat membantu
dalam pihak pengadilan. Medicolegal Science merupakan ilmu kedokteran yang
digunakan sebagai keperluan penegak hukum dan juga penggunaan autopsi di
pengadilan dikenal dengan istilah Official Medicine, State Medicine, Medical
Police dan Medical Jurisprudence.’

Pada awalnya, otopsi dilakukan bertujuan sebagai kepentingan dalam
mencari keadilan atas kematian si mati. Selain itu, ianya juga bertujuan untuk
keperluan penelitian kedokteran. Hasil penelitian tersebutlah yang mempunyai
kepentingan besar dalam membantu perkembangan ilmu kedokteran bagi
manusia yang masih lagi hidup. Di pengadilan, pihak dokter forensiklah yang
akan membantu melakukan otopsi dalam mengungkap kematian seseorang.®

Jika diteliti berdasarkan undang-undang itu sendiri, kepentingan lain

dilakukanya otopsi dalam tujuan untuk membantu pengadilan adalah:

® Narayan Reddy, The Essentials Of Forensic Medicine And Toxicology, (New Delhi: The Health
Sciences Publishers, 2014), 102.

" Muhammad Hatta et al., “Autopsi Ditinjau Dari Perspekif Hukum Positif Indonesia Dan Hukum
Islam”, Jurnal Wacana Hukum Islam Dan Kemanusiaan, No. 1, Vol. 19 (2019), 34.

8 1bid., 29.



1. Menentukan sebab kematian dari korban secara pasti dikarenakan
tanpa dilakukan otopsi, maka sebab kematian yang pasti tidak dapat
ditentukan.

2. Membantu penyidik dalam mengungkap suatu perkara pidana,
misalnya pengakuan dari tersangka.

3. Membantu memperkirakan saat kematian dari korban.®

Otopsi amat penting dalam membantu pihak pengadilan khususnya
dalam tindak pidana pembunuhan. Karena peran otopsi di pengadilan sebagai
salah satu barang bukti corpus delicti yang sah. Jadi autopsi merupakan barang
bukti yang sah karena termasuk surat sah sesuai dengan KUHAP Pasal 184. Ada

5 barang bukti yang sah menurut KUHAP Pasal 184 ayat, yaitu:

i.  Keterangan saksi
ii.  Keterangan ahli
iii.  Surat
iv.  Terdakwa

v.  Petunjuk®®

Terdapat dua jenis otopsi yang sering digunakan, yaitu otopsi Kklinikal
dan otopsi medikolegal. Otopsi klinikal dijalankan bagi mencari punca
kematian dan umumnya bagi tujuan pembelajaran dan penelitian. Kasus-kasus

kematian yang seperti ini seperti kasus penyakit mudah berjangkit atau

% Kastubi, “Fungsi Bedah Mayat Forensik (Autopsi) Untuk Mencari Kebenaran Materiil Dalam
Suatu Tindak Pidana”, Jurnal Spektrum Hukum, No. 1, VVol. 13 (2016), 84.

10 Indra Makie, “Fungsi otopsi Forensik Dan Kewenangan Kepolisian Republik Indonesia Menurut
KUHAP”, Lex Privatum, No. 5, Vol. 4 (2016), 141.



kematian di rumah sakit itu sendiri. Pihak medis dalam melakukan autopsi
sebelumnya harus meminta ijin dari pihak waris terlebih dahulu. Manakala
otopsi medikolegal adalah otopsi ke atas mayat yang berkaitan dengan kasus
polisi seperti kemalangan, kebakaran, pembunuhan dan kematian yang
diragukan atau tidak pasti sebab kematiannya.

Meskipun jelas akan kepentingan melakukan otopsi, tetapi masih lagi
terdapat masyarakat yang menolak untuk melakukan otopsi ke atas mayat
keluarga mereka. Adapun penolakan bedah mayat yang dilakukan oleh kelurga
dengan alasan bahwa pelaksanaan bedah mayat bertentangan dengan ajaran
agam Islam. Jika dilihat keputusan oleh Majels Pertimbangan Kesehatan dan
Syara’ Kementerian Kesehatan Rl pada tahun 1955. Adapun fatwa yang
dimaksud adalah Fatwa Nomor 4 tahun 1955 yang bunyinya antara lain:

1. Bedah mayat itu hukumnya mubah atau boleh untuk kepentingan

ilmu pengetahuan, pendidikan para dokter, dan penegakan keadilan
di antara umat manusia.

2. Membatasi pada kemubahan ini sekadar darurat saja menurut kadar

tertentu saja.'!

Dalam Islam, otopsi dari segi bahasa adalah memisahkan sebagian dari
objek untuk penelitian ilmiah. Dari segi istilah pula, otopsi adalah ilmu yang
meneliti komposisi tubuh badan dengan cara memotong dan menelitinya.

Dalam hukum pidana Islam, istilah otopsi dikenal sebagai jirahah at-tashrih

11 Amelia Fransiska Rompas, “Kajian Yuridis Pasal 134 KUHAP Tentang Bedah Mayat Dalam
Penegakan Hukum Pidana Indonesia”, Lex et Societatis, No. 1, Vol. 3 (2015), 144.



(4243 4a)5a) yang bermaksud membedah atau melukai. Otopsi pada masa itu
adalah pembedahan yang dilakukan terhadap perut si mati karena diduga di dalam
tubuh si mati tersebut terdapat harta dan juga pembedahan yang dilakukan pada perut
wanita hamil yang sudah mati karena berkemungkinan janin yang di dalam perut
tersebut masih bernyawa.*2

Pada prinsipnya Islam tidak melarang sebarang perkembangan ilmu
pengetahuan dan kemajuan dalam apa-apa bidang selagi ianya memberi
manfaat kepada manusia dan tidak bertentangan dengan syara‘. Malah
kepesatan dunia perubatan seiring dengan pembangunan sains dan teknologi
yang boleh menghindar daripada kemudharatan adalah suatu perkembangan
yang didapat dielakkan dan ianya juga merupakan suatu perkembangan yang
positif dan amat digalakkan.*3

Dalam hukum Islam, haram menumpahkan darah seseorang tanpa hak
bagi menjaga kehormatan dan kesucian diri seorang muslim yang masih hidup
ataupun yang sudah meninggal. Di dalam sebuah hadith yang diriwayatkan Abu
Daud, Rasulullah SAW menyebut, “Mematahkan tulang orang yang telah mati
sama seperti mematahkannya ketika dia hidup”. Ini bermaksud, walaupun
seseorang itu sudah meninggal kehormatanya masih harus dijaga.

Kematian bukanlah suatu kehancuran. Tetapi ianya adalah perpindahan
ruh dari suatu alam ke alam lainnnya. Kematian juga adalah pemisahan ruh dari

raga. Menurut pandangan Ahlu Sunnah ruh tetap eksis dan tidak hancur. Karena

12 Indra Makie, “Fungsi otopsi Forensik Dan Kewenangan Kepolisian Republik Indonesia Menurut
KUHAP”, Lex Privatum, No. 5, Vol. 4 (2016), 33.

13 Norliah Binti Sajuri, “Autopsi Maya (Virtual Autopsy) Sebagai Alternatif Kepada Bedah Siasat
Mayat”, Jurnal Penyelidikan Islam, 4.



berdasarkan firman Allah SWT dalam surah az-zumar ayat ke 42 yang artinya
“Allah memegang ruh (orang) ketika matinya”. Ketika matinya di sini
maksudnya ketika ragannya mati.'4

Pada prinsipnya, membedah mayat atau otopsi tidak dibolehkan tanpa
alasan yang benar atau kuat. Pertimbangannya, karena tindakan itu termasuk
tindakan melukai atau menyakiti mayat. Seperti kita tahu, Rasulullah saw
melarang kita menyakiti seorang muslim, baik ketika ia masih hidup maupun
sesudah meninggal dunia. “Mematahkan tulang mayat sama dengan
mematahkan tulang orang hidup.” Demikian kurang lebih makna hadis Nabi
saw yang diriwayatkan oleh Abu Dawud dan Ibnu Majah dan bersumber dari
Sayyidah Aisyah r.a. Pakar hadis Ibnu Hajar mengomentari hadis tersebut
bahwa kehormatan seorang mukmin tetap berlaku setelah ia meninggal dunia

seperti halnya ketika ia masih hidup.

Dengan berkembangnya teknologi dunia, banyak perkara juga telah
berubah karena perlu menyesuaikan dengan keadaan semasa, antaranya hukum
Islam mengenai otopsi jenazah ini. Walaupun banyak fatwa yang telah
dikeluarkan tentang bolehnya melakukan otopsi tapi masih terdapat masyarakat
yang menolak untuk dilakukan otopsi ke atas mayat terutama dari kalangan
keluarga si mati itu sendiri. Karena, pada pandangan mereka perbuatan
membedah atau melukai mayat merupakan suatu perbuatan yang boleh

merosakkan kehormatan mayat dan juga menyiksa mayat.

14 Abdullah Bin Abdurrahman Al Bassam, Syarah Bulughul Maram Jilid 3, (Jakarta: Pustaka
Azzam, 2006), 136.



Oleh itu, perbuatan merusak tubuh mayat merupakan suatu perbuatan
yang diharamkan, namun terdapat beberapa pandangan dari ulama-ulama
kontemporer yang membolehkan perbuatan tersebut karena diperlukan dalam
usaha membantu mencari keadilan kepada korban dan juga demi menjaga
kepentingan kemaslahatan ummat tetapi harus dengan beberapa syarat.
Misalnya, seperti maslahat pribadi bagi setiap mayat yang jasadnya itu tidak
boleh dirusak, namun untuk kepentingan maslahat secara umumnya yaitu daam
mencari keadilan si mati maka diperlukan dilakukan otopsi

Dalam ilmu figh, banyak para ulama berbeda pendapat tentang
pelaksanaan otopsi terhadap korban yang sudah meninggal. Oleh itu, terdapat
beberapa padangan dari para ulama mengenai otopsi jenazah ini antaranya tidak
diperbolehkan untuk melakukan otopsi ke atas jasad orang mati sama sekali
karena berdasarkan firman Allah dalam surah al-isra>’ ayat ke 70 yang
berbunyi:

<274 5@ W& 1- 5 l’a.ff /u& T w l-"’.// ’/7‘,/ u/’p . 7 la/’/ . P T4 P
Gils o2 8 e tliaty ol on Gy 2Ty T 3 adilag 23k o WA

z 7.

.z

“Dan sungguhnya, Kami telah memuliakan anak cucu Adam, dan Kami angkut
mereka di darat dan di laut, dan Kami beri mereka rezeki dari yang baik-baik
dan Kami lebihkan mereka di atas banyak makhluk yang Kami ciptakan dengan
kelebihan yang sempurna.” (Surah Al-Isra>" [17]: 70)®

Sedangkan pendapat lain mengatakan boleh dilakukan otopsi jenazah
jika diperlukan ini berdasarkan dalil giyas yang memperbolehkan untuk

memotong atau membedah perut wanita hamil yang meninggal, tidak

15 Imam Ghazali Masykur et al., Al Mumayyaz Al-Quran Tajwid Warna Transliterasi Per Kata
Terjemah Per Kata, (Jakarta: Cipta Bagus Segara, 2013), 289.



mengeluarkan anak daripadanya ketika kemungkinan besar berpikir hidupnya
akan tercapai. Dan juga berdasarkan kaedah shar‘iyah, “jika dua kepentingan
bertentangan tampilkan yang terkuat di antara keduanya, dan jika dua kejahatan
bertentangan lakukan paling sedikit di antaranya untuk menghilangkan yang

paling parah”.16

Selain itu, terdapat beberapa juga pandangan dari para ulama
kontemporer, seperti Sheikh Dr. Yusuf al-Qaradha>wi berpandangan mengenai
isu mendermakan organ mengharuskan memotong anggota tertentu orang yang
telah meninggal dunia demi maslahat orang yang masih hidup. Bagaimanapun,
pembedahan yang dilakukan ke atas mayat itu perlu dilakukan dengan tertib dan

teliti menjaga kehormatan mayat.’

Syeikh Imam Ahmad Kutty dari Institut Islam Toronto yang meletakkan
syarat untuk otopsi hanya boleh dilakukan dalam kasus-kasus yang benar-benar
memerlukan saja. Walaupun dibenarkan melakukan otopsi tersebut tetapi harus
mengikuti syarat-syarat yang telah ditetapkan demi memelihara kemuliaan
mayat dan martabat keluarga si mayat. Ini bermakna ulama berpandangan,
boleh mengambil sampel atau organ dari tubuh manusia yang telah mati untuk
keperluan tertentu saja, karena ianya merupakan suatu pengecualian untuk

memenuhi keperluan. Dengan kaedah otopsi ini, bedah siasat mayat wajar

16 Hermawan, “Hukum Otopsi Jenazah Yang Dilarang Dan Dibenarkan: Sebuah Studi Investigasi
Komparatif Yurisprudensial Kontemporer”. Dirosatuna, No. 2, Vol. 2 (2019), 48.

1" Norliah Binti Sajuri, “Autopsi Maya (Virtual Autopsy) Sebagai Alternatif Kepada Bedah Siasat
Mayat”, Jurnal Penyelidikan Islam, 6.



dipertimbangkan agar tidak semata-mata sebagai memenuhi prosedur undang-

undang atau tuntutan ansuranis seperti yang berlaku dalam kebanyakan kasus.®

B. Identifikasi Dan Batasan Masalah

Identifikasi masalah amat penting karena merupakan langkah awal

untuk menguasai permasalahan yang dikaji. Berdasarkan latar belakang di atas,

maka dapat di identifikasikan beberapa masalah yang muncul sebagai berikut:

1.

2.

Pengertian otopsi jenazah

Jenis otopsi jenazah

Tujuan otopsi jenazah

Dinamika pendapat ulama tentang otopsi jenazah

Sikap masyarakat terhadap otopsi jenazah

Metode istinba>t} hukum otopsi jenazah menurut Jabatan Mufti Wilayah
Persekutuan Malaysia Irsyad Al-Fatwa ke 94

Metode istinba>t} hukum otopsi jenazah menurut Fatwa Majelis Ulama
Indonesia Nomor 6 Tahun 2009

Analisis komparatif metode istinba>t} hukum fatwa Jabatan Mufti Wilayah
Persekutuan Malaysia Irsyad Al-Fatwa ke 94 dengan Fatwa Majelis Ulama

Indonesia Nomor 6 Tahun 2009 tentang hukum otopsi jenazah.

Berdasarkan identifikasi masalah tersebut, maka penulisan karya ilmiah

ini dibatasi dengan batasan-batasan seperti berikut:

18 Norliah Binti Sajuri, “Autopsi Maya (Virtual Autopsy) Sebagai Alternatif Kepada Bedah Siasat
Mayat”, Jurnal Penyelidikan Islam, 6.
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1. Analisis komparatif istinba>t} hukum Fatwa Jabatan Mufti Wilayah
Persekutuan Malaysia Irsyad Al-Fatwa ke 94 dengan Fatwa Majelis Ulama
Indonesia Nomor 6 Tahun 2009 Tentang Hukum Otopsi Jenazah.

2. Perbandingan fatwa Jabatan Mufti Wilayah Persekutuan Malaysia Irsyad
Al-Fatwa Ke 94 dengan Fatwa Majelis Ulama Indonesia Nomor 6 Tahun
2009 tentang istinba>t} hukum otopsi jenazah.

C. Rumusan Masalah
Berdasarkan batasan masalah di atas, maka dapat diambil rumusan
masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana metode istinba>t} hukum otopsi jenazah menurut Jabatan
Mufti Wilayah Persekutuan Malaysia Irsyad Al-Fatwa ke 94?

2. Bagaimana metode istinba>t} hukum otopsi jenazah menurut Fatwa
Majelis Ulama Indonesia Nomor 6 Tahun 2009?

3. Bagaimana perbandingan Jabatan Mufti Wilayah Persekutuan Malaysia
Irsyad Al-Fatwa Ke 94 dengan Fatwa Majelis Ulama Indonesia tentang
istinba>t} hukum otopsi jenazah?

D. Kajian Pustaka
Kajian pustaka merupakan gambaran ringkas tentang kajian atau
penelitian yang sudah pernah dilakukan yang berkaitan dengan masalah yang
akan diteliti. Kajian pustaka ini juga menjadi rujukan dalam memperdalam
penelitian ini agar terhindar dari duplikasi penelitian dan bagi memperoleh

konsep atau teori yang komprehensif untuk menganalisi penelitian ini.
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Penelitian ini dilakukan terhadap jurnal, tesis dan skirpsi yang
mempunyai Kkaitan dengan penelitian yang dilakukan. Setelah melakukan
penelitian, penulis menemukan beberapa literatur yang berhubungan dengan
penelitian yang akan dilakukan.

1. Skripsi Firmansyah tahun 2018, mahasiswa Universitas Islam Negeri Raden
Fatah Palembang yang berjudul “Hukum Autopsi Forensik Menurut Fatwa
Majelis Ulama Indonesia Nomor 6 Tahun 2009 Tentang Autopsi Jenazah
Dan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana Pasal 134”. Skripsi ini di
dalamnya membahas tentang analisis hukum otopsi forensik menurut Fatwa
Majelis Ulama Indonesia Nomor 6 Tahun 2009 dan Kitab Undang-Undang
Hukum Acara Pidana Pasal 134. Persamaan dengan penelitian ini adalah
sama-sama memiliki pembahasan tentang hukum otopsi jenazah. Namun
dalam skripsi tersebut lebih membahas tentang hukum otopsi sedangkan
penelitian ini akan lebih berfokus kepada analisis komparatif istinbath
hukum fatwa Jabatan Mufti Wilayah Persekutuan Malaysia Irsyad Al-Fatwa
Ke 94 dengan Fatwa Majelis Ulama Indonesia Nomor 6 Tahun 2009.%°

2. Skripsi Nurul Karli tahun 2019, mahasiswa Universitas Islam Negeri
Alauddin Makassar yang berjudul “Bedah Mayat Dalam Perspektif Hukum
Islam Kontemporer”. Skripsi ini di dalamnya tentang bedah mayat
perspektif hukum Islam kontemporer menurut pandangan para ulama

kontemporer. Antara persamaan penelitian yang diteliti oleh penulis dengan

19 Firmansyah, “Hukum Autopsi Forensik Menurut Fatwa Majelis Ulama Indonesia Nomor 6 Tahun
2009 Tentang Autopsi Jenazah Dan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana Pasal 134,
(Skripsi — Universitas Islam Negeri Raden Fatah, Palembang, 2018).
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penelitian ini adalah sama-sama memiliki pembahasan tentang hukum
otopsi atau bedah mayat. Namun dalam skripsi tersebut lebih membahas
tentang hukum bedah mayat dalam perspektif hukum Islam kontemporer
sedangkan penelitian penulis berfokus kepada analisis komparatif istinbath
hukum fatwa Jabatan Mufti Wilayah Persekutuan Malaysia Irsyad Al-Fatwa
Ke 94 dengan Fatwa Majelis Ulama Indonesia Nomor 6 Tahun 2009.%
Jurnal Hermawan tahun 2019, guru bahasa Kampus Ma’had Ali Bin Abi
Talib yang berjudul “Hukum Otopsi Jenazah Yang Dilarang Dan
Dibenarkan: Sebuah Studi Investigasi Komparatif Yurisprudensial
Kontemporer”. Jurnal ini di dalamnya tentang hukum boleh atau
dilarangnya melakukan otopsi menurut pandangan para ulama. Antara yang
menjadi persamaan dengan penelitian ini adalah pada pembahasan tentang
hukum otopsi jenazah. Manakala yang membedakan penelitian penulis
adalah dalam jurnal tersebut lebih memfokuskan pada boleh atau
dilarangnya melakukan otopsi jenazah sedang dalam penelitian ini
membahas tentang analisis komparatif istinbath hukum fatwa Jabatan Mufti
Wilayah Persekutuan Malaysia Irsyad Al-Fatwa Ke 94 Dengan Fatwa
Majelis Ulama Indonesia Nomor 6 Tahun 2009.%

. Jurnal Muhammad Hatta dkk tahun 2019, mahasiswa Universitas
Malikkussaleh yang berjudul “Autopsi Ditinjau Dari Perspektif Hukum

Positif Indonesia Dan Hukum Islam”. Jurnal ini di dalamnya membahas

20 Nurul Karli, “Bedah Mayat Perspektif Hukum Islam Kontemporer”, (Skripsi — Universitas Islam
Negeri Alauddin, Makassar, 2019).

2l Hermawan, “Hukum Otopsi Jenazah Yang Dilarang Dan Dibenarkan: Sebuah Studi Investigasi
Komparatif Yurisprudensial Kontemporer”, Dirosatuna, Vol 2 No 2 (2019), 42.
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tentang otopsi yang ditinjau dalam pandangan hukum positif dan hukum
Islam. Persamaan dengan penelitian ini dalam pembahasan hukum otopsi
menurut pandangan tokoh Islam. Namun dalam pembahasan tersebut juga
memfokuskan pada hukum positif Indonesia tentang autopsi sedang dalam
penelitian ini membahas tentang analisis komparatif istinbath hukum fatwa
Jabatan Mufti Wilayah Persekutuan Malaysia Irsyad Al-Fatwa ke 94 dengan
fatwa Majelis Ulama Indonesia Nomor 6 Tahun 2009.22
5. Jurnal Hala El Hassan & Eman Fahd Karim tahun 2019, Universitas
Tishreen yang berjudul “Legalitas Membedah Tubuh Manusia”. Jurnal ini
di dalamnya membahas tentang legalitas membedah mayat menurut
pandangan para ilmuwan. Persamaan dengan penelitian ini sama-sama
membahas pandangan tokoh Islam. Namun dalam pembahasan tersebut
lebih memfokuskan pandangan dari banyak ilmuwan dunia termasuk dari
pandangan tokoh Islam dan pakar dalam bidang kedokteran sedang dalam
pembahasan ini membahas tentang analisis komparatif istinbath hukum
fatwa Jabatan Mufti Wilayah Persekutuan Malaysia Irsyad Al-Fatwa ke 93
dengan fatwa Majelis Ulama Indonesia Nomor 6 Tahun 2009.%
E. Tujuan Penelitian
Tujuan penelitian adalah titik akhir yang akan dicapai dalam penelitian

agar tetap dalam pintu yang benar hingga tercapai sesuatu yang dituju.

22 Muhammad Hatta et al., “Autopsi Ditinjau Dari Perspekif Hukum Positif Indonesia Dan Hukum
Islam”, Jurnal Wacana Hukum Islam Dan Kemanusiaan, No. 1, Vol. 19 (2019), 27.

23 Hala El Hassan & Eman Fahd Karim, “Legalitas Membedah Tubuh Manusia”, Tishreen
Univercity Journal Eco & Leg. Science Series, No. 6, Vol. 41 (2019), 61.
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Berdasarkan rumusan masalah diatas, maka tujuan dari penulisan
penelitian ini sebagai berikut:

1. Mengetahui metode istinba>t} hukum otopsi jenazah menurut fatwa Jabatan
Mufti Wilayah Persekutuan Malaysia Irsyad Al-Fatwa Ke 94,

2. Mengetahui metode istinbath hukum otopsi jenazah menurut Fatwa Majelis
Ulama Indonesia Nomor 6 Tahun 20009.

3. Mengetahui perbandingan istinbath hukum otopsi jenazah menurut fatwa
Jabatan Mufti Wilayah Persekutuan Malaysia Irsyad Al-Fatwa ke 94 dengan
Fatwa Majelis Ulama Indonesia Nomor 6 Tahun 2009.

F. Kegunaan Hasil Penelitian
Penulisan penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat.
Adapun manfaat penelitian ini, yaitu:
1. Manfaat teoritis
Hasil daripada penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat yang
besar terutama bagi pengembangan ilmu pengetahuan khususnya berkaitan
fatwa mengenai istinbath hukum otopsi jenazah menurut Jabatan Mufti
Wilayah Persekutuan Malaysia dengan Fatwa Majelis Ulama Indonesia
Nomor 6 Tahun 2009.
2. Manfaat praktis
Hasil daripada penelitian ini juga diharapkan bisa digunakan sebagai acuan
atau rujukan bagi penelitian yang akan datang serta dijadikan landasan

atau acuan bagi masyarakat dalam memahami dan mengetahui seputar
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hukum otopsi jenazah menurut Jabatan Mufti Wilayah Persekutuan
Malaysia dengan Fatwa Majelis Ulama Indonesia Nomor 6 Tahun 2009.
G. Definisi Operasional
Definisi operasional merupakan suatu batasan pengertian yang dapat
digunakan sebagai pedoman agar lebih mudah memahami pembahasan dalam
melakukan suatu penelitian. Judul dari penelitian ini adalah Hukum Otopsi
Jenazah (Analisis Komparatif Istinba>t} Hukum Fatwa Jabatan Mufti Wilayah

Persekutuan Malaysia Irsyad Al-Fatwa ke 94 Dengan Fatwa Majelis Ulama

Indonesia Nomor 6 Tahun 2009) maka, di sini penulis merasakan perlu

menjelaskan beberapa istilah berikut:

1. Otopsi jenazah merupakan penelitian, pemeriksaan atau pembedahan pada
tubuh badan mayat. Pemeriksaan tersebut adalah pada alat-alat atau organ
tubuh dan susunannya pada bagian dalamnya dengan tujuan untuk
mengetahui penyebab kematian seseorang.?*

2. Fatwa adalah jawaban yang dibuat oleh mufti atau ulama mengenai
perkara atau permasalahan agama yang berlaku apabila diajukan
pertanyaan kepadanya.

3. Fatwa Jabatan Mufti Wilayah Persekutuan Malaysia Irsyad Al-Fatwa Ke
94 adalah fatwa mengenai hukum dan istinbath hukum otopsi jenazah.

4. Fatwa Majelis Ulama Indonesia Nomor 6 Tahun 2009 adalah fatwa

mengenai hukum dan istinbath hukum otopsi jenazah.?®

24 M. Soekry et al., IImu Kedoktoran Forensik Dan Medikolegal, (Surabaya: Fakultas Kedokteran
Universitas Airlangga, 2012), 200.
5 Fatwa Majelis Ulama Indonesia Nomor 6 Tahun 2009 Tentang Autopsi Jenazah.
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H. Metode Penelitian
Metode penelitian adalah salah satu cara ilmiah untuk mendapatkan
data dengan tujuan dan kegunaan tertentu. Penelitian ini adalah penelitian
kepustakaan yaitu, penelitian yang memakai teknik memperoleh data dengan
menggunakan fasilitas yang terdapat di perpustakaan, seperti buku, jurnal,
skripsi, tesis, dan dokumen-dokumen.
Langkah-langkah yang ditempuh dalam metode penelitian adalah
seperti berikut:
1. Pengumpulan data
Pengumpulan data merupakan langkah untuk menghimpunkan data-data
yang berhubungan dengan tema dan digunakan untuk menjawab rumusan
masalah berkaitan penelitian ini. Maka data yang digunakan dalam
penelitian ini fatwa Jabatan Mufti Wilayah Persekutuan Malaysia dengan
Fatwa Majelis Ulama Indonesia Nomor 6 Tahun 2009.
2. Sumber data
Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini terbagi kepada
tiga sumber data, yaitu:
a. Sumber primer
Sumber data primer adalah sumber data utama yang digunakan dan
memiliki pembahasan tentang penelitian ini, yaitu:
1) Fatwa Jabatan Mufti Wilayah Persekutuan Malaysia Irsyad Al-

Fatwa Ke 94.
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2)

Fatwa Majelis Ulama Indonesia Nomor 6 Tahun 2009 Tentang

Otopsi.

b. Sumber sekunder

Sumber sekunder adalah data-data pendukung atau penguat

yang digunakan dalam penelitian ini. Sumber data sekunder dari

penelitian ini adalah segala buku, jurnal, artikel, skripsi, tesis dan

karya ilmiyah yang relevan dengan penelitian ini.

Antara data sekunder yang digunakan dalam penelitian ini adalah:

1)

2)

3)

4)

5)

Sharah Bulu>ghul Mara>m karangan Abdullah Bin Abdul
Rahman Al Bassam

Al-Figh ‘ala Madha>hib Al-Arba‘ah karangan Abdul Rahman
Al-Jaziri

Al-Figh Al-Isla>m Wa Adillatuhu karangan Wahbah Az-
Zuhayli>

Kaidah-Kaidah Figh karya A. Djazuli

Autopsi Ditinjau Dari Perspekif Hukum Positif Indonesia Dan
Hukum Islam, Jurnal Wacana Hukum Islam Dan

Kemanusiaan karya Muhammad Hatta dkk

3. Teknik pengumpulan data

Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini

adalah teknik telaah pustaka dan dokumentasi. Telaah pustaka ini

dilakukan dengan mengumpulkan data-data yang berasal dari buku-buku,
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jurnal dan artikel yang berkaitan dengan penelitian ini. Dokumen pula
adalah catatan bagi peristiwa yang lalu atau sejarah yang tertulis.
4. Teknik pengolahan data

Teknik pengolahan data yang dilakukan dalam penelitian ini adalah:

a. Pengaturan, yaitu melakukan pengaturan dan penyusunan data-data
yang diperoleh secara sistematis sehingga menjadi kesatuan yang
teratur.

b. Penyuntingan, yaitu pemeriksaan ulang semula data yang sudah
diperoleh khususnya dari segi kejelasan makna dan kesesuaian data
dengan penelitian ini.

c. Analisis, yaitu melakukan analisis berdasarkan data yang sudah
diperoleh sesuai dengan rumusan masalah supaya menjadi lebih
sistematis. Berdasarkan rumusan masalah dalam penelitian ini,
penulis melakukan analisis terhadap istinbath hukum otopsi jenazah
menurut fatwa Jabatan Mufti Wilayah Persekutuan Malaysia dengan
Fatwa Majelis Ulama Indonesia Nomor 6 Tahun 2009.

5. Teknik analisis data
Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah
teknik deskriptif analitis dengan pendekatan komperasi, yaitu data-data
yang diperolen mengenai obyek penelitian dan kemudian dicari
perbandingan dari obyek tersebut. Obyek yang diteliti dalam penelitian
ini adalah fatwa Jabatan Mufti Wilayah Persekutuan Malaysia dengan

Fatwa Majelis Ulama Indonesia Nomor 6 Tahun 2009 tentang istinbath
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hukum otopsi jenazah dan kemudian setelah itu ditemukan konsepsi
umumnya.

Pola pikir yang digunakan dalam penelitian ini adalah pola pikir
secara induktif, di mana cara berfikir yang mengambil pernyataan yang
bersifat khusus dan kemudian ditarik sebuah kesimpulan yang bersifat
umum.

Sistematika Pembahasan

Penyusunan penelitian ini akan dibagi menjadi lima bab yang masing-
masing akan dibagi dalam sub-bab yang berkaitan. Sistematika pembahasan
dalam penelitian ini adalah seperti berikut:

Bab kesatu yang akan berisi pendahuluan. Bab ini akan digunakan
penulis sebagai tempat menguraikan alasan penulis melakukan penelitian atas
permasalahan ini, serta gambaran secara luas mengenai penelitian ini melalui
latar belakang, identifikasi masalah, batasan masalah, rumusan masalah, kajian
pustaka, tujuan penelitian, kegunaan penelitian, definisi operasional, metode
penelitian dan sistematika pembahasan.

Bab kedua akan membahas tentang tinjauan umum hukum otopsi
jenazah. Dalam bab ini, membahas tentang pengertian otopsi jenazah, macam-
macam jenazah dan hukum otopsi jenazah menurut hukum Islam.

Bab ketiga akan membahas tentang fatwa otopsi jenazah menurut
Jabatan Mufti Wilayah Persekutuan Malaysia dan Fatwa Majelis Ulama
Indonesia. Dalam bab ini, akan membahas latar belakang, hukum otopsi jenazah

dan fatwa otopsi jenazah menurut kedua badan fatwa tersebut.
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Bab keempat akan membahas tentang rumusan masalah dalam
penelitian ini yaitu, metode istinba>t} hukum otopsi jenazah menurut Jabatan
Mufti Wilayah Persekutuan Malaysia Irsyad Al-Fatwa ke 94, metode istinba>t}
hukum otopsi jenazah menurut Fatwa Majelis Ulama Indonesia Nomor 6 Tahun
2009 dan perbandingan metode istinba>t} hukum otopsi jenazah menurut fatwa
Jabatan Mufti Wilayah Persekutuan Malaysia Irsyad Al-Fatwa ke 94 dengan
Fatwa Majelis Ulama Indonesia Nomor 6 Tahun 20009.

Bab kelima akan berisi penutup yang terdiri dari kesimpulan dan saran,
di mana kesimpulan itu merupakan intisari dari rumusan masalah, sedangkan
saran itu adalah berisi kritikan dan masukan dari penulis mengenai pembahasan

yang telah dipaparkan.
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TINJAUAN UMUM HUKUM OTOPSI JENAZAH

A. Pengertian Otopsi

Isitlah otopsi atau autopsy bermakna pemeriksaan yang dilakukan
terhadap jasad orang yang telah mati untuk mencari penyebab kepada kematian
seseorang. Manakala menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia pula otopsi
berarti pemeriksaan pada tubuh badan manusia yang tidak bernyawa lagi
melalui proses pembedahan untuk mencari penyebab kematian. Namun dalam
terminologi ilmu kedokteran, otopsi adalah suatu penelitian atau pemeriksaan
pada tubuh mayat, termasuk alat-alat atau organ tubuh dan susunannya pada
bagian dalam setelah dilakukan pembedahan atau pelukaan pada tubuh mayat
tersebut bagi mengetahui penyebab dari kematian yang tidak wajar.?

Dalam Islam, istilah otopsi dikenali sebagai jirahah at-tashrih yang
berarti melukai, menggiris atau operasi pembedahan. Selain itu, istilah lain bagi
otopsi adalah “tashrih jathu al-maytu” (<)) s =~ 3%) yang berarti
memisahkan beberapa anggota tubuh badan untuk pemeriksaan ilmiah. Dari
segi istilah pula adalah ilmu yang meneliti komposisi tubuh badan manusia
dengan memotong dan memeriksanya untuk tujuan tertentu.?’

B. Macam-Macam Otopsi

%6 Muhammad Hatta et al., “Autopsi Ditinjau Dari Perspekif Hukum Positif Indonesia Dan Hukum
Islam”, Jurnal Wacana Hukum Islam Dan Kemanusiaan, No. 1, Vol. 19 (2019), 29.

2" Hermawan, “Hukum Otopsi Jenazah Yang Dilarang Dan Dibenarkan: Sebuah Studi Investigasi
Komparatif Yurisprudensial Kontemporer” Dirosatuna, No. 2, Vol. 2 (2019), 43.



Dalam dunia kedokteran, terdapat 3 macam otopsi, yaitu:
1. Otopsi Anatomi
Otopsi anatomi dilakukan untuk kepentingan pendidikan, yaitu dengan
mempelajari susunan tubuh manusia yang normal.?®
2. Otopsi Klinik
Otopsi klinik merupakan otopsi yang dilakukan terhadap jenazah penderita
penyakit yang dirawat dan meninggal dunia di rumah sakit. Menurut otopsi
ini, diperlukan surat pengantar visum dari pihak kepolisian (penyidik)
dengan persetujuan anggota keluarga. Selain itu, tujuan dari melakukan
otopsi Klinis adalah:
a. Untuk menemukan kerusakan (patologis) terhadap tubuh pasien.
b. Untuk menemukan penyebab kematian seseorang.
c. Untuk menemukan kesesuaian antara diagnosa klinis dengan hasil
pemeriksaan post-mortem.
d. Untuk menentukan obat-obat yang dimasukkan kedalam ubuh pasien.
e. Untuk melihat penyakit yang ada dalam tubuh korban.
f.  Untuk menemukan obat atau terapi bagi menyembuhkan penyakit yang
serupa.
g. Untuk mengetahui kelainan pada organ dan jaringan tubuh akibat dari
suatu penyakit.?®

3. Otopsi Forensik

28 Nurul Karli, “Bedah Mayat Perspektif Hukum Islam Kontemporer”, (Skripsi — Universitas Islam
Negeri Alauddin, Makassar, 2019), 24.

29 Muhammad Hatta et al., “Autopsi Ditinjau Dari Perspekif Hukum Positif Indonesia Dan Hukum
Islam”, Jurnal Wacana Hukum Islam Dan Kemanusiaan, No. 1, Vol. 19 (2019), 37.



Otopsi forensik dilakukan untuk kepentingan peradilan, yaitu membantu
penegakan hukum dalam rangka menemukan penyebab atau punca
kematian. Otopsi sendiri harus dilakukan sedini mungkin, karena dengan
lewatnya waktu, pada tubuh mayat dapat terjadi perubahan yang mungkin
akan menimbulkan kesulitan dalam menginterpretasikan kelainan yang
ditemukan. Dalam melakukan otopsi forensik, diperlakukan surat
permintaan pemeriksaan/pebuatan visum et repertum dari pihak penyidik.
Dalam hal ini, keluarrga tidak diperlukan. Bahkan jika ada seseorang yang
menghalangi dari dilakukannya otopsi forensik, yang bersangkutan tersebut
dapat dituntut berdasarkan undang-undang yang berlaku.
C. Hukum Otopsi Menurut Islam
Tujuan dari hukum Islam adalah untuk menjaga kemurnian agama,
jiwa, akal, keturunan dan harta Seharusnya, semua perkembangan ilmu
pengetahuan dan teknologi pada masa kini khususnya dibidang ilmu kedokteran
haruslah sesuai dengan tujuan hukum Islam itu sendiri, seperti pelaksanaan
otopsi forensik apakah dibenarkan dalam Islam atau tidak. Dalam Islam, jika
tidak ditemukan jawaban atas suatu permasalahan dalam al-Qur’an dan hadith,
maka dapat menggunakan ijtihad sebagai dasar hukum untuk menyelesaikan
permasalahan ummat manusia.®!
Secara umum, Islam sangat menjaga kemuliaan ummat manusia. Oleh

itu, Islam mengharamkan tindakkan merusak atau tidak menghormati seorang

30 Nurul Karli, “Bedah Mayat Perspektif Hukum Islam Kontemporer”, (Skripsi — Universitas
Islam Negeri Alauddin, Makassar, 2019), 25.

31 Muhammad Hatta, “Autopsi Ditinjau Dari Perspekif Hukum Positif Indonesia Dan Hukum
Islam”, Jurnal Wacana Hukum Islam Dan Kemanusiaan, Vol 19 No 1 (2019), 45.
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“Dan sesungguhnya Kami telah memuliakan anak-anak Adam dan Kami telah
beri mereka menggunakan berbagai-bagai kenderaan didarat dan di laut dan
Kami telah memberikan rezeki kepada mereka dari benda-benda yang baik-
baik serta Kami telah lebihkan mereka dengan selebih-lebihnya atas banyak
makhluk-makhluk yang telah Kami ciptakan.” (Surah Al-Isra’ [17]: 70)%

Hal ini juga berdasarkan kepada hadith nabi Muhammad saw yang
bersabda “Sesungguhnya mematahkan tulang seorang mukmin yang telah
menjadi mayat sama saja dengan mematahkan sewaktu masih hidup”.
Berdasarkan hadith ini, manusia dilarang merusak, menghina, menyakiti atau
tidak menghormati jasad yang tidak bernyawa karena tindakan tersebut
menyakiti mayat seperti si mayat masih hidup di dunia. Oleh itu, otopsi dilarang
untuk dilakukan karena di dalamnya terdapat perbuatan seperti melukai,
memotong, menyayat atau mematahkan tulang si mayat.>?

Dalam beberapa gaidah figh disebutkan bahwa suatu yang dilarang

dalam hukum Islam dapat dibenarkan sekiranya terdapat suatu keadaan yang

darurat, yaitu:

5, A}éj . b,}]. o /ﬁ

32 Imam Ghazali Masykur et al., Al Mumayyaz Al-Quran Tajwid Warna Transliterasi Per Kata
Terjemah Per Kata, (Jakarta: Cipta Bagus Segara, 2013), 289.

3 Muhammad Hatta et al., “Autopsi Ditinjau Dari Perspekif Hukum Positif Indonesia Dan Hukum
Islam”, Jurnal Wacana Hukum Islam Dan Kemanusiaan, No. 1, Vol. 19 (2019), 45.



“Keadaan yang darurat (genting) membolehkan hal-hal yang
dilarang”

Dengan demikian, otopsi dapat dijalankan demi kepentingan darurat
sesuai dengan kadar kebutuhannya. Sebahagian ulama kontemporer seperti
Syeikh Hasanain Makhluf, Syeikh Sa‘id Ramad}a>n al-But}i> dan beberapa
lembaga fatwa ummat islam membolehkan melakukan otopsi dengan tujuan
untuk menciptakan kemaslahatan di bidang keamanan, keadilan, dan
kesehatan.34

Terdapat juga beberapa imam mazhab yang telah memberikan
pandangannya berkenaan dengan permasalahan otopsi ini. Antaranya, imam
Sha>fi‘i> menukilkan bahwa ibu hamil yang meninggal dunia dan janinnya
masih hidup, maka perutnya bisa dibedah bagi mengeluarkan bayinya.
Manakala, imam Ahmad bin Hambali berpandangan bahwa ibu yang sedang
hamil dan meninggal dunia, perlu dibedah jika janinnya itu masih hidup. Selain
itu, imam Hanafi juga berpendapat seandainya diperkirakan janin dalam perut
ibu yang telah mati itu masih hidup, maka perutnya wajib dibedah untuk
mengeluarkan janin itu. Namun, imam Malik mempunyai pandangan yang
berbeda dengan imam-imam yang lain. Dalam ijitihadnya berpandangan tidak
perlu dibedah, kalau hanya untuk mengeluarkan janin yang diperkirakan masih
hidup tetapi perlu dibedah jika di dalam perut seorang yang telah mati terdapat

benda berharga, baik benda itu milik sendiri maupun milik orang lain.*

3 Muhammad Hatta et al., “Autopsi Ditinjau Dari Perspekif Hukum Positif Indonesia Dan Hukum
Islam”, Jurnal Wacana Hukum Islam Dan Kemanusiaan, No. 1, Vol. 19 (2019), 47.
% |bid., 46.
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FATWA OTOPSI JENAZAH MENURUT JABATAN MUFTI
WILAYAH PERSEKUTUAN MALAYSIA DAN MAJELIS
ULAMA INDONESIA

A. Jabatan Mufti Wilayah Persekutuan Malaysia
1. Latar Belakang Jabatan Mufti Wilayah Persekutuan Malaysia
Pada mulanya Pejabat Mufti Wilayah Persekutuan berwenang
sebagai kepala kepada bagian istinbat dalam Jabatan Agama Islam Wilayah
Persekutuan (JAWI). Namun pada 1 Oktober 1998, bagian istinbat telah
diasingkan dalam struktur JAWI karena mereka telah menyusun semula
struktur bagi Jabatan Perkhidmatan Awam. Pada awal peringkat operasinya,
jabatan ini hanya terdiri daripada 6 orang anggota saja. Antara mufti yang
telah dilantik sejak awal didirinya Jabatan Mufti Wilayah Persekutuan
sehinggalah pada masa kini, yaitu:®
I. SS Tan Sri Dato’ Sheikh Abdul Mohsein Bin Hj. Salleh (1 Februari
1971 — 7 Februari 1984)
ii. SS Dato’ Sheikh Othman Bin Hj. Ibrahim (2 September 1986 — 30
September 1990)
iii. SS Tan Sri Abdul Kadir Bin Talip (15 Juli 1991 — 16 Januari 1997)
\2 SS Datuk Hj. Md Hashim Bin Hj. Yahya (1 Maret 1997 — 15 Januari

2003)

% Pejabat Mufti Wilayah Persekutuan, “Sejarah”, https://muftiwp.gov.my/pengenalan/sejarah”,
“diakses pada” 11 Januari 2021.
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V. SS Datuk Dr. Mohammad Yusoff Bin Hussain (31 Januari 2003 —
15 Januari 2005)

Vi. SS Datuk Hj Wan Zahidi Bin Wan The (21 Maret 2005 — 20 Maret
2014)

vii.  SS Datuk Dr Zulkifli Bin Mohamad Al Bakri (23 Juni 2014 — 10
Maret 2020)

viii.  SS Dr. Lugman Bin Haji Abdullah (15 Maret 2020 — Sekarang)®’

Selain itu, antara peran Jabatan Mufti Wilayah Persekutuan
Malaysia adalah membantu dan menasihati Seri Paduka Baginda Yang Di-
Pertuan Agong dan Kerajaan Persekutuan berkaitan hukum syara’. Kedua,
mengkaji dan mengeluarkan fatwa terhadap isu yang memerlukan kepada
penjelasan hukum shara’. Ketiga, mengeluarkan tauliah mengajar Islam di
Wilayah Persekutuan. Keempat, memberi khidmat nasihat dan
perkhidmatan dalam hal ‘aqidah, shari‘ah dan akhlak. Kelima, memberikan
perkhidmatan dan panduan dalam hal ihwal falak merangkumi penetapan

arah kiblat, takwim dan waktu solat.3®

Hukum Otopsi Jenazah Menurut Jabatan Mufti Wilayah Persekutuan
Malaysia
Muzakarah Jawatankuasa Fatwa Kebangsaan bagi hal ihwal Ugama

Islam Malaysia kali 8 yang telah bersidang pada 24 dan 25 September 1984

37 Pejabat Mufti Wilayah Persekutuan, “Sejarah”, https://muftiwp.gov.my/pengenalan/sejarah,
“diakses pada” 11 Januari 2021.
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Pejabat Mufti Wilayah Persekutuan, “Objektif & Fungsi”,

https://muftiwp.gov.my/pengenalan/objektif-fungsi, “diakses pada” 11 Januari 2021.
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telah berdiskusi tentang Post Mortem Mayat. Dalam hasil rapat tersebut,
muzakarah telah memutuskan bahwa pembedahan mayat orang Islam hanya
bisa dilakukan jika dalam keadaan yang benar-benar memerlukan saja
seperti kasus jenayah yang sangat diperlukannya melakukan post mortem
atau pada kasus di mana si mati telah tertelan suatu benda yang sangat
berharga atau jika si mati yang sedang hamil sedangkan kandungannya itu
dimungkinkan masih hidup.3®

Dalam rapat lain yang bersidang pada 27 Januari 2004, Muzakarah
Jawatankuasa Fatwa Kebangsaan kali ke 61 sekali lagi telah mendiskusikan
hukum autopsi jenazah yang kematiannya bukan termasuk sebagai kasus
jenayah. Dalam hasil rapat tersebut, Muazakarah Jawatankuasa Fatwa
Kebangsaan telah menetapkan keputusan bahwa hukum asal melakukan
post mortem atau pembedahan ke atas mayat adalah haram. Namun, ianya
boleh dilakukan jika dalam keadaan darurat dan suatu keperluan yang
mendesak seperti mengenalpasti punca kematian si mati, untuk
penyelidikan dan juga untuk membuat penelitian terhadap suatu penyakit.

Dalam qaidah figh menyebut, “Apabila bertembung di antara
maslahah ‘ammah (umum) dengan maslahah khossah (bersifat peribadi),
maka yang didahulukan adalah maslahah umum.” Oleh itu, jika berkaitan
dengan kasus otopsi ke atas mayat ini, perbuatan seperti merosakkan

kehormatan diri si mati adalah dianggap sebagai maslahah yang bersifat

39 Jabatan Kemajuan Islam Malaysia, Kompilasi Pandangan Hukum Muzakarah Jawatankuasa
Fatwa Majlis Kebangsaan Bagi Hal Ehwal Ugama Islam Malaysia, (Selangor: Jabatan Kemajuan
Islam Malaysia, 2015), 106.



khas. Manakala kesan dari perbuatan otopsi ini seperti hasil dari melakukan

otopsi dapat menemukan punca penyakit atau kematian, dan dengan hasil

otopsi itu juga seterusnya dapat menghalang suatu penyakit yang
sebelumnya itu tidak diketahui umum dari tersebar dalam kalangan
masyarakat, maka ini merupakan maslahah yang bersifat umum.

Dalam memutuskan fatwa tentang hukum melakukan otopsi
jenazah, Muzakarah Jawatankuasa Fatwa Kebangsaan Kali Ke-61 juga
memerhatikan beberapa pandangan yang ditetapkan oleh Fatwa Lajnah
Hai’ah Kiba>r Al-‘Ulama>’ ‘Arab Sa‘udi. Jawatankuasa Kiba>r ‘Ulama
‘Arab Sa‘udi menjelaskan pendirian atau pandangan mereka mengenai
pembedahan kesihatan yang dijalankan ke atas mayat seorang muslim.
Dalam hasil diskusi Jawatankuasa Fatwa Kiba>r Al-‘Ulama, mereka
menjelaskan tiga bagian berikut, yaitu:

I. Pembedahan yang bertujuan untuk menemukan punca kematian
seseorang yang dianggap sebagai pembunuhan.

ii. Pembedahan yang bertujuan untuk meneliti penyakit-penyakit yang
berjangkit supaya dapat dilakukan usaha pencegahan bagi
menghentikan penularan penyakit tersebut.

iii.  Pembedahan yang bersifat pembelajaran.*°
Jawatankuasa Fatwa Kiba>r Al-‘Ulama bersepakat bahawa ketiga-

tiga bentuk pembedahan ini boleh dilakukan. Walau bagaimanapun, gaidah

40 Umar Mukhtar Mohd Noor, “Irsyad Al Fatwa Ke 94: Hukum Melakukan Autopsi Ke Atas Mayat”,
https://muftiwp.gov.my/artikel/irsyad-fatwa/irsyad-fatwa-umum/1475-irsyad-al-fatwa-ke-94-
hukum-melakukan-autopsi-ke-atas-mayat, “diakses pada” 11 Januari 2021.
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shara’ telah memberikan dorongan dan menetapkan tujuan agama itu adalah
untuk mendatangkan maslahah dan menolak mafsadah. Justeru itu, para
fugaha juga mengharuskan pembedahan ke atas perut seorang wanita hamil
yang telah meninggal dunia, bagi tujuan menyelamatkan kandungan yang
terdapat di dalam perutnya. Demikian juga, boleh membuang kandungan
bagi tujuan menyelamatkan si ibu karena dimungkinkan jika tidak
membuang kandungan yang berada di dalam perutnya maka boleh
menyebabkan kematian si ibu.*!

Selain itu, dengan merujuk kepada pandangan para ulama yang
sebelumnya atau ulama-ulama terdahulu berkaitan memakan daging
manusia untuk meneruskan hidup. Di antara mereka ada yang berpandangan
harus untuk memakan daging manusia yang telah mati bagi seseorang yang
berada dalam keadaan darurat, yaitu keadaan di mana tidak terdapat
makanan sama sekali ketika itu. Oleh itu, pembedahan ke atas mayat yang
bertujuan untuk mencari punca kematian, atau dengan tujuan-tujuan tertentu
sepeti mempelajari ilmu perubatan, ini adalah maslahah yang diberi
keharusan untuk melakukannya.

3. Fatwa Jabatan Mufti Wilayah Persekutuan Malaysia Irsyad Al-Fatwa
Ke 94 Tentang Otopsi Jenazah
Seperti yang diketahui otopsi atau bedah siasat pada masa kini

menjadi sesuatu perkara yang penting. lanya sering kali didiskusikan oleh

41 Umar Mukhtar Mohd Noor, “Irsyad Al Fatwa Ke 94: Hukum Melakukan Autopsi Ke Atas Mayat”,
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ulama-ulama dan juga badan fatwa dunia. Jabatan Mufti Wilayah
Persekutuan mendapati terdapat dua pandangan mengenai otopsi jenazah
ini, yaitu:
1. Sunnah, ini merupakan pendapat banyak badan berautoriti dan juga para
ulama. Antaranya:
1. Jawatankuasa Kiba>r ‘Ulama Sa‘udi 1396H bersamaan 1976M.
Ii. Majma’ Figh Islami di Makkah al-Mukarrah 1408H.
lii. Lajnah Ifta’ Jordan 1397H.
Iv. Lajnah Ifta’ al-Azhar Mesir 1971.
Manakala, tokoh ulama pula yang memfatwakan harus hukumnya
otopsi jenazah adalah:
i.  Sheikh al-Azhar, Syeikh Yusuf al-Dajawi.
ii. Sheikh Hasanain Makhluf, Mufti Mesir.
iii. Sheikh lbrahim al-Ya‘qubi.
iv. Sheikh Sa‘id Ramad}a>n al-But}i>.
v. Sheikh Dr Mahmud Nazim al-Nasimi.
vi. Sheikh Dr Mahmud “Ali Sartawi*?
Dalil-dalil yang digunakan dalam menjadikan sunnah hukumnya
melakukan otopsi jenazah ini antaranya:
a. Qiyas

Mereka menggunakan tiga wajah Qiyas:

42 Zulkifli Bin Mohamad Al-Bakri, “Post Mortem Mayat: Hukum Islam & Pendapat Ulama”,
https://muftiwp.gov.my/artikel/bayan-linnas/1778-bayan-linnas-siri-57-post-mortem-mayat-
hukum-islam-pendapat-ulama, “diakses pada” 11 Januari 2021.
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I. Mereka mengiyaskan otopsi jenazah untuk pembelajaran seperti
membedah perut wanita hamil yang mati untuk mengeluarkan
janinnya yang diharap dapat hidup.

ii. Mereka juga mengiyaskan otopsi untuk pembelajaran seperti
membuang atau memotong janin yang sudah meninggal bagi
menyelamatkan si ibu karena jika dibiarkan boleh menyebabkan si
ibu meninggal atau binasa.

ii. Mereka mengiyaskan otopsi untuk pembelajaran seperti keharusan
membelah perut seseorang yang telah meninggal dunia bagi
mengeluarkan harta yang diyakini bukan milik si mati yang telah
ditelannya.®

1. Beberapa gaidah syariyah atau gawaid fighiyyah, Antaranya:
2) Lgiel CS51 oBlads s 1305 « i 2368 plislias Enjlal 13)
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“Apabila bertembung dua maslahah maka didahulukan yang paling
kuat dan jika bertembung dua kerosakan hendaklah dipilih yang
paling ringan untuk menolak yang lebih besar.”

Qaidah di atas bermaksud apabila bertembung dua maslahah
yaitu maslahah untuk pembelajaran dan pencarian maklumat dan
juga maslahah untuk disegerakan menguburkan. Maka ditarjihkan

pada pencarian maklumat dalam otopsi yang mana sifatnya lebih

besar dan umum maslahahnya.
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“Apa yang tidak sempurna sesuatu yang wajib kecuali dengannya
maka perkara tersebut menjadi wajib.”*

Qaidah di atas bermaksud keperluan dalam mengkaji dan
mempelajari ilmu perubatan berkaitan pembeadahan ke atas mayat
bagi mendapatkan sebuah kepastian maklumat tentang suatu
penyakit atau kematian.

b. Mubah melakukan otopsi jenazah kerana tujuan pembelajaran. Ini
merupakan pendapat ramai tokoh ulama, di antaranya adalah:
I. Sheikh al-Azhar, Syeikh Muhammad Bakhit al-Mut}i’i.
ii. Sheikh al-*Arabi Bu lyad al-Tabkhi.
ii. Sheikh Muhammad Burhanuddin al-Sambubhli.
iv. Sheikh Muhammad Abdul Wahab al-Buhairi.*
Manakala dalil-dalil yang digunakan sebagai adalah berdasarkan
dalil al-Qur’an dan hadis:
1. Firman Allah SWT dalam surah al-Isra>" ayat ke 70:
5 e adlig o o AU Al ) g AUERS 5T g S 3

“Dan sesungguhnya Kami telah memuliakan anak-anak Adam dan
Kami telah beri mereka menggunakan berbagai-bagai kenderaan di
darat dan di laut dan Kami telah memberikan rezeki kepada mereka dari
benda-benda yang baik-baik serta Kami telah lebihkan mereka dengan

4 A. Djazuli, Kaidah-Kaidah Fikih, (Jakarta: Kencana, 2006), 172.

4 Zulkifli Bin Mohamad Al-Bakri, “Post Mortem Mayat: Hukum Islam & Pendapat Ulama”,
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selebih-lebihnya atas banyak makhluk-makhluk yang telah Kami
ciptakan.” (Surah Al-Isra>’ [17]: 70)%

Terdapat pandangan dari tokoh ulama mengenai ayat di atas,
antaranya al-Maraghi. Menurut pandangan beliau, ayat di atas
merupakan ayat tuntutan agar manusia sentiasa bersyukur dan tidak
syirik kepada Allah dengan sesuatu pun kerana Allah telah
menundukkan bagi manusia segala yang ada terdapat di darat maupun
di laut. Selain itu, kemuliaan di sini juga memberi makna yang istimewa

berbanding dengan makhluk yang lain yang terdapat di dunia.*’

Oleh itu, manusia adalah makhluk yang paling mulia yang
merangkumi kehidupan dan kematiannya. Adapun gaidah otopsi yang
dilakukan ke atas manusia yang telah meninggal dunia merupakan suatu
bentuk penghinaan kepadanya. Jelas, ini amat bertentangan dengan
maksud kemuliaan ke manusia dan kelebihan manusia. Maka hukumnya

mubah melakukan otopsi ke atas mayat muslim.

2. Dalil hadith, antaranya:

i. Sabda Nabi saw:

V3 1958l bl 538728 1GbBs A1 Lo 3p bﬁ‘ oE vl“) 4
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4 Imam Ghazali Masykur et al., Al Mumayyaz Al-Quran Tajwid Warna Transliterasi Per Kata
Terjemah Per Kata, (Jakarta: Cipta Bagus Segara, 2013), 289.
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Telah menceritakan kepada kami Abu Sha>lih Al Ant}ak,
Mahbu>b Bin Mu>sa, telah mengabarkan kepada kami Abu
Ishaq Al Faza>ri, dari Sufya>n dari ‘Algamah Bin Martsad, dari
Sulaima>n Bin Buraidah, dari ayahnya, bahwa Nabi saw
bersabda, “Berperanglah dengan nama Allah, pada jalan Allah,
dan perangilah orang yang kafir dengan Allah, janganlah
menipu, janganlah khianat (dalam ghanimah) dan janganlah
kamu menyiat-nyiat (anggota tubuh) serta jangan kalian bunuh
anak kecil.” (Abu Daud No. 2246)*

Membedah badan manusia yang telah meninggal dunia
secara zahir dan jelas termasuk dalam larangan umum hadith di
atas dan juga terdapat beberapa hadith Nabi lain yang melarang

memotong badan mayat.*°

Hadith Aisyah, daripada Nabi saw bersabda:
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Telah menceritakan kepada kami Ibnu Numair telah
menceritakan kepada kami Sa‘d Bin Sa‘i>d dia berkata, telah
mengabarkan kepadaku Aisyah berkata, Rasulullah saw
bersabda, “Sesungguhnya mematahkan tulang orang beriman
yang mati seperti mematahkan tulang orang beriman yang
hidup.” (Ahmad No. 23172)%°

Berdasarkan hadith Aisyah di atas menunjukkan

Rasulullah melarang manusia lain untuk mematahkan tulang

48 Muhammad Mahyiddin Abdul Muhaid, Sunan Abu Daud Jilid 4, (Beirut: Al Maktabah
Al Ashriyat, 1431), 476.

49 Zulkifli Bin Mohamad Al-Bakri, “Post Mortem Mayat: Hukum Islam & Pendapat Ulama”,
https://muftiwp.gov.my/artikel/bayan-linnas/1778-bayan-linnas-siri-57-post-mortem-mayat-

hukum-islam-pendapat-ulama, “diakses pada” 11 Januari 2021.

0 Abdullah Bin Abdul Muhsin At Tarki, Musnad Imam Ahmad Bin Hanbal, (t.tp.,: Muassasah
Risalah, 2001), 354.
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orang beriman yang sudah meninggal dunia. Maka hukumnya
adalah mubah.
3. Dalil Qiyas, antaranya:

I. Terdapat sebuah hadith yang melarang manusia untuk duduk di
atas kubur manusia yang telah meninggal dunia, kerana
perbuatan sedemikian merupakan suatu bentuk penghinaan ke
atas mayat yang terdapat di dalam kubur tersebut. Jika dipahami
maksud dari hadith ini, walaupun sekadar duduk di atas kubur
adalah dilarang apatah lagi sehingga membedah dan memotong
badan manusia yang telah meinggal dunia. Oleh kerana itu,
melakukan otopsi lebih kuat larangan dan tegahannya.

ii. Terdapat banyak pandangan mengenai melakukan pembedahan
ke atas mayat dalam kalangan ulama, antaranya yang
mengharamkan membedah tubuh mayat perempuan yang sedang
hamil untuk menyelamatkan kandungan yang dimungkinkan
masih hidup, sedangkan ianya hanya merupakan maslahah
daruri. Maka oleh kerana itu mubah melakukan otopsi adalah
lebih kuat pendapatnya.®!

4. Dalil dari gaidah al-Shar‘iyyah
Antara dalil yang digunakan, antaranya adalah:

I ol 05 Y ol

51 Zulkifli Bin Mohamad Al-Bakri, “Post Mortem Mayat: Hukum Islam & Pendapat Ulama”,
https://muftiwp.gov.my/artikel/bayan-linnas/1778-bayan-linnas-siri-57-post-mortem-mayat-
hukum-islam-pendapat-ulama, “diakses pada” 11 Januari 2021.
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“Kemudaratan tidak dihilangkan dengan kemudaratan.”>?

Qaidah ini menunjukkan bahawa kemudaratan itu tidak boleh
dihilangkan dengan kemudaratan lainnya. Dan perkara ini termasuk
dalam menghilangkan darar atau mafsadah dengan seumpamanya.
Maka berdasarkan kaidah ini ianya tidak harus.

D ¥3 5y
Sebenarnaya qaidah ini berdasarkan hadis nabi, sabda Nabi SAW:

P
LY

b e pr o e o ek GUT B0 A WA Z 3 002 s

32 Y3 572 ¥ gley B A Lo A Jidg 8 A )
Telah menceritakan kepada kami Muhammad Bin Yahya> berkata,
telah menceritakan kepada kami Abdurraza>q berkata, telah
menceritakan kepada kami Ma‘mar dari Ja>bir Al Ju‘fiyi dari ‘Ikrimah
dari Ibnu ‘Abba>s ia berkata, “Tidak ada kemudaratan dan tidak
memudaratkan.” (Ionu Majah No. 2332)

Menurut Imam Ibn Dagiq al-‘id, bahawa Al-Mahasini
berpandangan, bahawa yang dimaksudkan dengan merugikan adalah
melakukan sesuatu yang bermanfaat bagi dirinya, tetapi menyebabkan
orang lain mendapatkan mudharat.

Manakala sebagian ulama yang lainnya berpendapat, yang

dimaksudkan dengan membahayakan adalah merugikan orang yang tidak

merugikan kamu. Sedangkan yang dimaksud saling merugikan adalah

52 A. Djazuli, Kaidah-Kaidah Fikih, (Jakarta: Kencana, 2006), 73.
%8 Muhammad Fuad Abdul Bagi, Sunan Ibnu Majah, (t.tp.,: Dar Thya Al Kitab Al ‘Arabiah, 1431),

381.
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kamu membalas orang yang merugikan kamu dengan hal yang tidak

setara dan tidak untuk membela kebenaran.”

Jika ditarjihkan, bahwa harus hukumnya melakukan pembedahan
ke atas mayat orang kafir dan mubah dilakukan pada mayat orang Islam
kecuali jika termasuk dalam kategori kasus jenayah dan ianya
mempunyai kepentingan untuk mengenal pasti penyakit dan mencari
solusi bagi penyakit tersebut. Ini kerana beberapa alasan, yaitu:

I. Jika menurut pada hukum asalnya mubah melakukan
pembedahan seperti pemotongan ke atas mayat orang Islam
kecuali dalam kasus hudud, kerana hudud merupakan perkara
yang dibenarkan dalam shara‘. Adapun perbuatan membedah
mayat manusia yang telah meningeal dunia bukan sebagian
daripada hudud. Maka wajib mengkekalkan hukum pada sifat
asalnya, yaitu dilarang untuk melakukan pemotongan ke atas
badan orang Islam yang masih hidup maupun yang sudah
meninggal dunia.

ii. Bagi orang kafir, pembedahan mayat merupakan suatu keperluan
yang dibolehkan, tetapi tidak boleh pula dilakukan kepada orang
Islam. Ini kerana penghormatan dan kemuliaan jasad orang

muslim di sisi Allah itu kekal ketika hidup mahupun sudah mati.>*

5 Zulkifli Bin Mohamad Al-Bakri, “Post Mortem Mayat: Hukum Islam & Pendapat Ulama”,
https://muftiwp.gov.my/artikel/bayan-linnas/1778-bayan-linnas-siri-57-post-mortem-mayat-
hukum-islam-pendapat-ulama, “diakses pada” 11 Januari 2021.
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Dalil yang menunjukkan akan larangan ini ditakhsiskan kepada
muslim saja dan bukan orang kafir. Maka, tidak apa-apa dalam
penghinaan kepada orang kafir. Ini berdasarkan nash al-Qur’an
yaitu, firman Allah SWT dalam surah al-Haj ayat ke 18 yang

berbunyi:

@;Qirfﬂwmué&;’}

P

“Barangsiapa yang dihinakan oleh Allah, tidak seorang pun yang
akan memuliakannya” (Surah Al-Haj [22]: 18)*®°

Menurut pandangan Al-Khazin dalam tafsirnya, sesiapa
yang telah Allah hinakan maka tidak ada siapa pun yang dapat
menjadikannya mulia. Maka, orang-orang kafir semuanya adalah

manusia yang dihina di sisi Allah.

Berdasarkan kisah al-‘Uraniyyin dan al-Muharibin,
terdapat hadith yang melarang manusia untuk memotong tubuh
badan manusia lain yang sudah mati. Maka harus hukumnya
memotong mayat bagi tujuan maslahah umum, seperti
menghalang golongan yang bertindak zalim dari menyakiti orang
ramai. Dan demikian juga dalam kasus orang kafir, harus
memotong mayat orang kafir bagi tujuan maslahah umum seperti

dalam urusan penelitian atau perubatan seperti proses otopsi.>®

% Imam Ghazali Masykur et al., Al Mumayyaz Al-Quran Tajwid Warna Transliterasi Per Kata
Terjemah Per Kata, (Jakarta: Cipta Bagus Segara, 2013), 334.

% Zulkifli Bin Mohamad Al-Bakri, “Post Mortem Mayat: Hukum Islam & Pendapat Ulama”,
https://muftiwp.gov.my/artikel/bayan-linnas/1778-bayan-linnas-siri-57-post-mortem-mayat-

hukum-islam-pendapat-ulama, “diakses pada” 11 Januari 2021.
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Adapun hadith sebelumnya yang melarang manusia untuk
duduk di atas kubur, hadith tersebut khusus menunjukkan kepada
penghinaan mayat yang muslim saja, inilah yang disepakati oleh
para ulama seperti yang telah diterangkan di atas yaitu
ditakhsiskan kepada pengharaman ke atas mayat orang muslim.

Iv. Adapun dalil yang berpandangan mengharuskan otopsi itu
dilakukan secara mutlak adalah dengan menggiyaskan dalil yang
mengeluarkan mayat dari kubur untuk mengambil kain kafan
yang dirampas adalah tertolak. Istidlal dengan cara giyas ini
adalah giyas yang amat jauh.

V. Adapun pembedahan ke atas orang muslim yang sudah
meninggal dunia dengan mengubah melebihi daripada kewajipan
yang berkaitan dengan pengurusan mayat selepas wafat, seperti
memandikan, mengkafankan, melakukan solat jenazah dan
mengkebumikannya.

Semua di atas adalah berlawanan dengan hadith yang
thabit, yaitu hadith yang memerintahkan untuk menyegerakan
jenazah dalam perkara pemandian, kafan, solat jenazah dan
pengkebumian.®’

Terdapat hadith shah}ih di mana Nabi saw bersabda,

“Apabila jenazah orang shalih akan dibawa ke kuburan untuk

57 Zulkifli Bin Mohamad Al-Bakri, “Post Mortem Mayat: Hukum Islam & Pendapat Ulama”,
https://muftiwp.gov.my/artikel/bayan-linnas/1778-bayan-linnas-siri-57-post-mortem-mayat-
hukum-islam-pendapat-ulama, “diakses pada” 11 Januari 2021.
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dikuburkan, maka ruhnya akan berkata, “Kuburkan aku segera!
Kuburkanlah aku segera!” Tetapi apabila jenazah tersebut
bukan orang shalih, maka dia akan berkata, “Aduh celaka! Ke
mana mereka akan membawanya (jasad).” Suaranya tersebut
terdengar oleh semua makhluk, kecuali manusia. Apabila
manusia dapat mendengar suaranya itu, niscaya dia akan
pingsan”.

Keputusan fatwa Muzakarah Jawatankuasa Fatwa
Kebangsaan kali ke-25 yang bersidang pada 13 Disember 1989
telah membuat keputusan bahwa setiap pembedahan ke atas
mayat orang Islam hanya bisa dilakukan jika keadaan benar-benar
memerlukan (darurat) saja seperti kasus jenayah yang hanya bisa
dilakukannya otopsi atau jika si mati tertelan benda yang berharga
miliknya ataupun milik orang lain atau si mati yang sedang hamil
sedangkan kandungannya itu diyakini masih hidup.”

Pada Muzakarah Jawatankuasa Fatwa Kebangsaan kali
ke-61 yang bersidang pada 27 Januari 2004 dalam
memdiskusikan mengenai hukum melakukan bedah siasat mayat
yang kematiannya itu bukan dikategorikan sebagai kasus jenayah
telah memutuskan bahwa jika menurut pada hukum asal
pembedahan mayat adalah haram tetapi ianya sunnah sekiranya
dalam keadaan darurat saja dan terdapat keperluan yang amat

diperlukanya melakukan pembedahan ke atas mayat seperti
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membuat kajian terhadap penyakit, mencari punca kematian dan
penyelidikan serta pendidikan khususnya dalam bidang
perubatan.”®
Berikut ini merupakan garis panduan yang ditetapkan oleh
tokoh ulama di Malaysia untuk melakukan bedah siasat menurut
syari‘at Islam:
1. Menghormati, menjaga hak dan kemuliaan mayat sebagai
manusia.
2. Menyegerakan urusan bedah siasat mayat.
3. Kebenaran waris
4. Melakukan bedah siasat dengan cermat (tidak kasar).
5. Melakukan bedah siasat mayat sekadar yang diperlukan saja.
6. Menjaga aurat mayat.
7. Tidak menghina, mencemuh dan memaki mayat.
8. Mengambil langkah-langkah keselamatan.
9. Menguruskan mayat dan sampel kajian (organ atau tisu)
selepas bedah siasat dengan sebaik-baiknya.
10. Tidak mengambil tisu atau organ mayat.

11. Orang yang dibenarkan hadir semasa bedah siasat mayat.>®

B. Majelis Ulama Indonesia

1. Latar Belakang Majelis Ulama Indonesia

58 Zulkifli Bin Mohamad Al-Bakri, “Post Mortem Mayat: Hukum Islam & Pendapat Ulama”,
https://muftiwp.gov.my/artikel/bayan-linnas/1778-bayan-linnas-siri-57-post-mortem-mayat-

hukum-islam-pendapat-ulama, “diakses pada” 11 Januari 2021.
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Sukarno mendirikan Majelis Ulama Nasional pada tahun 1962.
Suharto berkuasa pada tahun 1966 dan melalui Menteri Agama yaitu
Mohammad Dahlan mendanai Pusat Dakwah Islam yang kemudiannya
menyelenggarakan konferensi Islam pada tanggal 30 September sehingga 4
Oktober 1970 dengan menerbitkan rekomendasi akhir mengenai pentingnya
pembentukan dewan nasional ulama (Majelis Ulama Nasional). MUI
akhirnya berdiri pada 26 Juli 1975. Terdapat banyak faktor yang melandasi
pembentukan MUI, salah satunya adalah gagasan pribadi Soeharto untuk
menciptakan “satu forum” yang dapat menampung berbagai kepentingan
dan agenda ormas Islam di Indonesia. Hal ini tertuang dalam ketetapan
dasar MUI yang menyebut Majelis Ulama Indonesia sebagai wadah (forum)
musyawarah antar tokoh dan ulama. Namun peran MUI hanya sebagai
lembaga perantara yang tidak melaksanakan program-program praktis yaitu
tugasnya adalah mengkonsolidasikan kegiatan dan program yang telah
dijalankan oleh organisasi muslim lainnya.®°

Landasan ideologis dan filosofis Majelis Ulama Nasional ini adalah
Pancasila. Visi utama organisasi ini adalah mengimplementasikan Islam
sebagai agama yang mendukung perwujudan masyarakat yang aman,
damai, dan sejahtera dalam kerangka dasar Pancasila negara. Untuk tujuan
ini, MUI memiliki tugas utama sebagai berikut. Pertama, untuk memberikan

nasehat dan rekomendasi, diminta atau tidak, kepada pemerintah Indonesia.

80 Syafiq Hasyim, “The Council of Indonesian Ulama (Majelis Ulama Indonesia, MUI) and
Religious Freedom”, Irasec, No. 12 (2011), 4.
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Kedua, menawarkan bimbingan moral kepada masyarakat Muslim
Indonesia pada umumnya. Antara usaha MUI dalam melakukan ini adalah
dengan menerbitkan majalah bulanan Mimbar Ulama, beberapa buku
kumpulan fatwa, booklet, dan leaflet. Selain materi cetak, MUI juga
melakukan sosialisasi tuntunan agama melalui konferensi, diskusi, dakwah,
televisi, dan radio.®!

Tugas ketiga adalah menerbitkan fatwa. Berbeda dengan tawsiyah
(anjuran dan nasehat), fatwa Islam ini tidak bisa dikeluarkan oleh komisi
fatwa tanpa adanya pertanyaan yang diajukan oleh aparat negara atau
seorang Muslim. Keempat, mewujudkan ukhwatul isla>miyyah
(persaudaraan  Islam). Berkaitan dengan hal tersebut, MUI
menyelenggarakan beberapa acara dan program yang melibatkan tokoh dan
ormas Islam. Selain berfungsi untuk mengkonsolidasikan pendapat
pimpinan MUI tentang masalah hukum Syariah, acara dan program rutin
juga dimanfaatkan MUI untuk menyebarluaskan dan berbagi informasi
antar pemangku kepentingan. Tugas kelima adalah melakukan dakwah
(dakwah Islam). Sejak tahun 1985, MUI menekankan pada metode dakwah
bi al-ha>l, yang berarti dakwah Islam dengan cara memberikan contoh yang
menunjukkan konsistensi antara yang diucapkan (al-gawl) dan yang
dipraktikkan (al-ha>l). Jenis dakwah ini diutamakan terutama di daerah

transmigrasi agar bisa bersaing dengan gerakan dakwah Kristen. Tugas

61 Syafiq Hasyim, “The Council of Indonesian Ulama (Majelis Ulama Indonesia, MUI) and
Religious Freedom”, Irasec, No. 12 (2011), 5.
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keenam adalah menyelenggarakan pelatihan tentang Islam dan Syar‘iyah,
misalnya pendidikan kader ulama (pelatihan pembentukan kader ulama).
Tugas ketujuh adalah terlibat dalam hubungan antaragama. Dalam kapasitas
tersebut, MUI berusaha berperan sebagai wakil masyarakat muslim dalam
menghadapi organisasi nonmuslim. Kedelapan, menginisiasi kegiatan sosial
dan ekonomi, misalnya pendirian Bank Muamalat Indonesia dan sertifikasi
halal. Kesembilan, membangun kerjasama dengan badan internasional
seperti UNICEF dan WHO. Di bawah keharusan tersebut, MUI sangat aktif
melakukan komunikasi dengan organisasi ulama negara tetangga seperti
Brunei, Malaysia, dan Singapura. Tugas kesepuluh menjalankan lembaga
bernama Lembaga Pengkajian Pangan, Obat, dan Kosmetika (Lembaga
Pengkajian Pangan Obat dan Kosmetika, LPPOM).52

Sejak awal berdirinya, MUI dipimpin oleh banyak ulama Indonesia
yang disegani, yang masing-masing itu mempunyai pengaruh karakter MUI.
Dimulai dari tahun 1975 hingga 1980, kepimpinan Hamka memfokuskan
untuk menginisiasi dan membangun komunikasi dengan para pemimpin dan
ulama organisasi Muslim mapan lainnya seperti Muhammadiyah, Nahdlatul
Ulama, dan Persatuan Islam. Hamka juga berusaha memposisikan MUI
sebagai perwakilan umat Islam Indonesia dalam berhubungan dengan
negara dan komunitas Muslim lokal dan internasional. Hamka

mengundurkan diri dari MUI pada tahun 1980 dan digantikan oleh Syukri

62 Syafiq Hasyim, “The Council of Indonesian Ulama (Majelis Ulama Indonesia, MUI) and
Religious Freedom”, Irasec, No. 12 (2011), 5.
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Ghazali yang menjabat dari tahun 1980 hingga 1984. Fokus Ghazali selama
memimpin MUI adalah memperbaiki manajemen internal organisasi.
Apabila Syukri Ghazali meninggal pada tahun 1984, posisinya diisi oleh
Hasan Basri, yang memimpin MUI dari tahun 1985 hingga 1998. Basri
berusaha menjadikan MUI sebagai perwakilan utama organisasi Islam. Di
bawah kepemimpinan Basri, dewan menjadi dominan dalam menentukan
wacana dan pengamalan Islam di Indonesia.®®
2. Fatwa Otopsi Jenazah Menurut Majelis Ulama Indonesia

Pada 12 Jamadil Akhir 1430 Hijriyah bersamaan 6 Juni 2009,
Majelis Ulama Indonesia (MUI) telah melansungkan sidang Komisi Fatwa
Majelis Ulama Indonesia. Dalam persidangan tersebut MUI telah
menetapkan fatwanya Nomor 6 tahun 2009 tentang Autopsi Jenazah.

Pada umumnya, manusia merupakan makhluk yang mulia sehingga
manusia itu tidak boleh diganggu atau dirusakkan kehormatannya ketika
hidup maupun sudah meninggal. Oleh itu, perbuatan autopsi ini pada
dasarnya adalah haram dilakukan karena merusakkan kehormatan si mati
dengan dilakukannya pembedahan atau pelukaan pada tubuh mayat. Dalam
putusan MUI tentang fatwa autopsi jenazah, ianya hanya dibolehkan jika
ada kebutuhan yang ditetapkan oleh pihak yang mempunyai kewenangan
untuk itu saja. Otopsi sebagaimana yang dimaksudkan angka 2 adalah otopsi

tersebebut haruslah memenuhi ketentuan sebagai berikut:54

83 Syafiq Hasyim, “The Council of Indonesian Ulama (Majelis Ulama Indonesia, MUI) and
Religious Freedom”, Irasec, No. 12 (2011), 5.
64 Majelis Ulama Indonesia, Himpunan Fatwa MUI Sejak 1957, (Jakarta, Erlangga, 2011), 541.
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I. Otopsi jenazah dilakukan bagi mengetahui penyebab kematian, untuk
pendidikan, penyelidikan hukum atau penelitian kedokteran saja dan
lanya telah ditetapkan oleh orang atau lembaga yang berwenang dan
dilakukan oleh ahlinya.

Ii. Hanya otopsi satu-satunya jalan keluar bagi memenuhi tujuan
sebagaimana yang telah dimaksudkan pada point a.

iii. Hak-hak jenazah seperti dimandikan, dikafani, dishalatkan dan
dikuburkan haruslah segera dipenuhi.

iv. Perizinan dari diri si mati sewaktu masih hidup atau dari ahli waris atau
dari pemerintah harus diperoleh sebelum dibenarkan melakukan otopsi
jenazah.®®

Majelis Ulama Indonesia pada dasarnya mengharamkan otopsi
jenazah karena berdasarkan dalil-dalil kuat yang menyatakan tentang
kemuliaan manusia dan juga melarang untuk merusak kehormatan
seseorang ketika masih hidup maupun sudah meninggal. Tetapi
kemudiannya MUI membolehkan autopsi dilakukan jika dibenar-benar
dibutuhkan (darurat) dan tidak ada jalan penyelesaian yang lain bagi
memecah masalah melainkan dengan otopsi saja tetapi ianya hanya bisa
dilakukan oleh pihak yang berwenang dan dengan syarat-syarat tertentu
maka dibolehkan.

3. Fatwa Majelis Ulama Indonesia Nomor 6 Tahun 2009 Tentang Otopsi

Jenazah

85 Majelis Ulama Indonesia, Himpunan Fatwa MUI Sejak 1957, (Jakarta, Erlangga, 2011), 541.
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Dalam hukum Islam, tidak ditemukan mana-mana dalil nash yang
menjelaskan tentang autopsi jenazah baik dari al-Qur’an maupun hadis.
Oleh karena itulah bedah mayat ini termasuk dalam wilayah ijtiha>d, yaitu
dengan memperhatikan dan mempertimbangkan nilai-nilai kemanusian
karena kepentingan dalam memuliakan hak orang masih hidup maupun
yang sudah mati.
Pada umumnya, MUI mengharamkan otopsi jenazah tapi dikarenakan oleh
keadaan darurat dan hanya dengan melakukan otopsi saja dapat
memecahkan masalah tersebut terkait dengan kematian yang tidak wajar
atau suatu penyakit baru maka dibolehkan tapi harus dilakukan oleh pihak
yang telah diberikan kewenangan saja dengan syarat-syarat tertentu.
1. Dalil utama yang digunakan adalah al-Qur’an.

a. Berdasarkan firman Allah dalam surah al-Isra>’, ayat ke 70 yang

berbunyi,

“Dan sesungguhnya Kami telah memuliakan anak-anak Adam
dan Kami telah beri mereka menggunakan berbagai-bagai
kenderaan di darat dan di laut dan Kami telah memberikan rezeki
kepada mereka dari benda-benda yang baik-baik serta Kami telah
lebihkan mereka dengan selebih-lebihnya atas banyak makhluk-
makhluk yang telah Kami ciptakan.” (Surah Al-Isra>’ [17]: 70)

Berdasarkan ayat di atas, jelas bahwa Allah sangat
memuliakan manusia dan ianya mencakup ketika mereka masih
hidup maupun setelah meninggal dunia. Oleh itu, perbuatan

otopsi jenazah ini sama saja dengan menghina manusia sebab
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pada otopsi terdapat memotong anggota tubuh mayat, membedah
perut dan sebagainya. Oleh karenanya, otopsi hukumnya

terlarang.

b. Surah al-Bagarah ayat ke 29,

“Dialah Allah, yang menciptakan segala apa yang ada di bumi
untuk kamu...” (Surah Al-Bagarah [2]: 29)

c. Surah Yunus ayat ke 92,

e G2 AT 53 18 0l Bl Bl () 058 iy S 3
& gli]
“Maka pada hari ini Kami selamatkan jasadmu agar engkau

dapat menjadi pelajaran bagi orang-orang yang datang
setelahmu, tapi kebanyakan manusia tidak mengindahkan
tanda-tanda (kekuasaan) Kami.” (Surah Yunus [10]: 92)

d. Surah al-Mursala>t ayat 25 dan 26,

(v1) 6 e (vo) bus o8t a2 4

“Bukankah Kami menjadikan bumi (tempat) berkumpul. Bagi

yang masih hidup dan yang sudah mati.” (Surah Al-Mursala>t
[77]: 25-26)

2. Dalil berdasarkan hadith dari Rasulullah saw, antaranya adalah

- o, ° . o - < o 0or o - T2 0o~ R - f:‘ﬂ, a,} }/’ f:‘f’,
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Dan Telah menceritakan kepada kami Abu Kurai>b, telah mencerltakan
kepada kami Waki’ dari Sufya>n dari Amru Bin Dina>r dari Sa’i>d Bin
Jubai>r dari Ibnu Abba>s radliallahu ‘anhuma bahwa, seorang laki-laki
patah lehernya karena terjatuh dari Unta ketika Ihram hingga ia meninggal
seketika. Maka Rasulullah saw bersabda, “Mandikanlah jenazahnya dengan
air bercampur daun bidara. Lalu kafanilah ia dengan kedua helai kainnya.
Dan janganlah kalian menutupi kepala dengan surban, jangan pula menutupi

wajahnya, karena ia akan dibangkitnya kelak di hari kiamat dalam keadaan
Thram.” (Muslim No 2095)°%
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Telah menceritakan kepada kami Hisya>m Bin Amma>r berkata, telah
menceritakan kepada kami Abdul Azi>z Bin Muhammad Ad-Dara>wardi>
berkata, telah menceritakan kepada kami Sa‘d Bin Sa’i>d dari Amrah dari
Aisyah ia berkata, Rasulullah saw bersabda, “Memecahkan tulang mayit
seperti memecahkannya ketika masih hidup. * (Ibnu Majah No 1605)%’

b.;o Q"‘a/ f;.“/ o/ ;o’“é/} ij.‘/ - /}o*‘;” LZ):&/
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Telah menceritakan kepada kami Muhammad Bin Ma‘mar berkata, telah
menceritakan kepada kami Muhammad Bin Bakr berkata, telag
menceritakan kepada kami Abdullah Bin Ziya>d berkata, telah
mengabarkan kepadaku Abu Ubaidah Bin Abdullah Bin Zam’ah dari ibunya
dari Ummu Salamah dari Nabi saw beliau bersabda, ‘“Memecahkan
(merusak) tulang seseorang yang telah meninggal (hukumnya) berdosa

6 Muhammad Fuad Abdul Bagi, Sahih Muslim, (Beirut: Dar Thya At Turath Al Arabi, 1431), 98.
7 Muhammad Fuad Abdul Baqi, Sunan Ibnu Majah Jilid 2, (t.tp.,: Dar Thya At Turath Al Arabi,
1431), 516.
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sebagaimana perbuatan merusak tulang seseorang yang masih hidup.” (Ibnu
Majah No. 1606)°®

Jika dilihat pada hadis ini, perbuatan memecahkan tulang mayat
seorang muslim adalah dilarang atau haram untuk dilakukan, sedangkan
pada otopsi itu sendiri mengandung hal-hal seperti memotong dan melukai
sehingga ianya termasuk dalam larangan hadith di atas.

3. Qaidah sad al-Dzar‘iyah

B PP

"Tidak ada kemudaratan dan tidak memudaratkan.”

4. Qaidah Fighiyyah antaranya adalah:

Flall Ll o poie il o5,

“Mencegah kemafsadatan lebih didahulukan (diutamakan) dari pada
menarik kemaslahatan.”

yshas! 5 59,001,
“Kondisi darurat membolehkan hal-hal yang (sebelumnya) dilarang.”

Qaidah di atas menjelaskan bahwa keadaan darurat membolehkan
sesuatu yang sebelumnya itu diharamkan. Oleh itu, kaidah otopsi forensik
sangat penting kedudukannya sebagai salah satu cara untuk mencari sebab
kematian atau mengungkapkan kematian yang diduga karena tindak pidana.

Hanya dengan dilakukan otopsi forensik saja dapat dipecahkan misteri

8 Muhammad Fuad Abdul Baqi, Sunan Ibnu Majah Jilid 2, (t.tp.,: Dar Thya At Turath Al Arabi,
1431), 516.
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kematian yang berupa sebab kematian, cara kematian, dan saat kematian
korban.

Lajdds JA&5 89,211

“(Kebolehan melakukan) Darurat itu dihitung seperlunya.”

Logis | OIS 1o Lagalasl o4, O1) 0 of Obduis w131,
“Apabila terdapat dua kerusakan atau bahaya yang saling bertentangan,

maka kerusakan atau bahaya yang lebih besar dihindari dengan jalan
melakukan perbuatan yang resiko bahayanya lebih kecil.”

okl dap a ael A e
“Kehormatan seseorang yang hidup lebih agung daripada kehormatan
seseorang yang mati.”

Sl e e gpadl s el e dall,

“Pengajaran bukti adalah kewajiban orang yang mendakwa dan sumpah

adalah bagi orang yang mengingkari (dakwaan) nya.”®

MUI dalam menetapkan fatwa tersebut, MUI juga melihat kepada
Ketetapan Majma' Figh Islami, yaitu sebuah institusi para ulama dunia yang
berada di bawah bendera Rabithah ‘Alam Islami. Pada tanggal 17 Oktober
1987, Majma’ Figh Islami dalam sidangnya di Makkah Al-Mukarramah
telah mengeluarkan ketetapan tentang otopsi, di mana mereka berpendapat
bahwa sunnah hukumnya melakukan otopsi terhadap seseorang yang sudah

meninggal selama berdasarkan ketentuan seperti berikut:

8 A. Djazuli, Kaidah-Kaidah Fikih, (Jakarta: Kencana, 2006), 168.
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I. Untuk mengetahui penyebab kematian seseorang karena diyakini
kematiannya disebabkan pembunuhan.

i Bagi tujuan pembelajaran. Jika tujuannya adalah untuk
pembelajaran harus mengacu kepada hal-hal berikut:

a. Harus mendapat perizinan darinya sebelum meninggal atau
dari keluarga ahli waris jika diketahui identitas si mati.

b. Wajib melakukan otopsi sekadar perlunya saja.

c. Jika sudah selesai melakukan otopsi ke atas jenazah, wajib
bagi pihak tersebut untuk menguburkan semua jasad mayat
yang telah diotopsi secara bersamaan.

Mengenai menguburkan organ bersama jasad si mati, Imam Ali
Khamenei berpendapat organ tubuh yang sudah terpisah dari jasad muslim,
jika tidak menyulitkan atau tidak ada halangan lainnya, maka wajib
dikuburkan bersama jasadnya. Tetapi jika hal tersebut sangat menyulitkan,
maka boleh dikuburkan secara terpisah atau bersama jasad orang lain.

Oleh karena itu, jika melihat pandangannya ulama Mesir Syeikh
Hasanain Makhluf, ulama Suriah Sheikh Sa‘i>d Ramad}a>n al-But}i>,
serta beberapa lembaga fatwa, seperti Majma’ Figih Islami OKI, Hai'ah
Kiba>r ‘Ulama ‘Arab Sa‘udi, dan Fatwa Lajnah Da'imah ‘Arab Sa‘udi
otopsi forensik, klinis dan anatomis dibolehkan karena terdapat aspek
kemaslahatan dalam tindakan otopsi tersebut dalam berbagai bidang, seperti
keamanan, keadilan, dan kesehatan. Dan karena itulah ketiga jenis otopsi

tersebut digunakan di pengadilan Indoneisa.
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BAB IV

ANALISIS PERBANDINGAN METODE ISTINBA>T}
HUKUM JABATAN MUFTI WILAYAH PERSEKUTUAN
MALAYSIA DENGAN MAJELIS ULAMA INDONESIA
TENTANG OTOPSI JENAZAH

A. Analisis Metode Istinba>t} Hukum Fatwa Jabatan Mufti Wilayah
Persekutuan Malaysia Irsyad Al-Fatwa Ke 94 Tentang Otopsi Jenazah
Dalam fatwa Jabatan Mufti Wilayah Persekutuan terdapat dua
pandangan mengenai otopsi jenazah ini, yaitu sunnah dan mubah. Pandangan
tersebut diambil berdasarkan banyak badan berwajib dan juga para ulama.”
1. Sunnah.
i. Qiyas

d. Mereka mengiyaskan otopsi jenazah untuk pembelajaran
seperti membedah perut wanita hamil yang mati untuk
mengeluarkan janinnya yang diharap dapat hidup.

e. Mereka juga mengiyaskan otopsi untuk pembelajaran seperti
membuang atau memotong janin yang sudah meninggal bagi
menyelamatkan si ibu karena jika dibiarkan boleh
menyebabkan si ibu meninggal atau binasa.

f. Mereka mengiyaskan otopsi untuk pembelajaran seperti

keharusan membelah perut seseorang yang telah meninggal

0 Zulkifli Bin Mohamad Al-Bakri, “Post Mortem Mayat: Hukum Islam & Pendapat Ulama”,
https://muftiwp.gov.my/artikel/bayan-linnas/1778-bayan-linnas-siri-57-post-mortem-mayat-
hukum-islam-pendapat-ulama, “diakses pada” 11 Januari 2021.



https://muftiwp.gov.my/artikel/bayan-linnas/1778-bayan-linnas-siri-57-post-mortem-mayat-hukum-islam-pendapat-ulama
https://muftiwp.gov.my/artikel/bayan-linnas/1778-bayan-linnas-siri-57-post-mortem-mayat-hukum-islam-pendapat-ulama

dunia bagi mengeluarkan harta yang diyakini bukan milik si
mati yang telah ditelannya.’®

ii. Beberapa gaidah syar‘iyah atau gawaid fighiyyah, Antaranya:

~
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“Apabila bertembung dua maslahah maka didahulukan yang
paling kuat dan jika bertembung dua kerosakan hendaklah
dipilih yang paling ringan untuk menolak yang lebih besar.”

b. =15 362 4 V) caxld VG

}

“Apa yang tidak sempurna sesuatu yang wajib kecuali
dengannya maka perkara tersebut menjadi wajib.”’?

2. Mubah
Manakala dalil-dalil yang digunakan adalah berdasarkan dalil al-Qur’an dan
hadith:

a. Firman Allah SWT dalam surah al-Isra>’ ayat ke 70:
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“Dan sesungguhnya Kami telah memuliakan anak-anak Adam dan
Kami telah beri mereka menggunakan berbagai-bagai kenderaan di
darat dan di laut dan Kami telah memberikan rezeki kepada mereka dari
benda-benda yang baik-baik serta Kami telah lebihkan mereka dengan
selebih-lebihnya atas banyak makhluk-makhluk yang telah Kami
ciptakan.” (Surah Al-Isra>’ [17]: 70)"

"1 Umar Mukhtar Mohd Noor, “Irsyad Al Fatwa Ke 94: Hukum Melakukan Autopsi Ke Atas Mayat”,
https://muftiwp.gov.my/artikel/irsyad-fatwa/irsyad-fatwa-umum/1475-irsyad-al-fatwa-ke-94-
hukum-melakukan-autopsi-ke-atas-mayat, “diakses pada” 11 Januari 2021.

2 A, Djazuli, Kaidah-Kaidah Fikih, (Jakarta: Kencana, 2006), 172.

8 Imam Ghazali Masykur et al., Al Mumayyaz Al-Quran Tajwid Warna Transliterasi Per Kata
Terjemah Per Kata, (Jakarta: Cipta Bagus Segara, 2013), 289.
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Terdapat pandangan dari tokoh ulama mengenai ayat di atas,
antaranya al-Maraghi. Menurut pandangan beliau, ayat di atas
merupakan ayat tuntutan agar manusia sentiasa bersyukur dan tidak
syirik kepada Allah dengan sesuatu pun kerana Allah telah
menundukkan bagi manusia segala yang ada terdapat di darat maupun
di laut. Selain itu, kemuliaan di sini juga memberi makna yang istimewa

berbanding dengan makhluk yang lain yang terdapat di dunia.”

b. Dalil Sunnah, antaranya:

i Sabda Nabi saw:
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Telah menceritakan kepada kami Abu Sha>lih Al Ant}ki>,
Mahbu>b Bin Musa, telah mengabarkan kepada kami Abu>
Ishaq Al Faza>ri, dari Sufya>n dari’Alqamah Bin Martsad, dari
Sulaima>n Bin Buraidah, dari ayahnya, bahwa Nabi saw
bersabda, “Berperanglah dengan nama Allah, pada jalan Allah,
dan perangilah orang yang kafir dengan Allah, janganlah
menipu, janganlah khianat (dalam ghanimah) dan janganlah
kamu menyiat-nyiat (anggota tubuh) serta jangan kalian bunuh
anak kecil.” (Abu Daud No. 2246)"

™ Zulkifli Bin Mohamad Al-Bakri, “Post Mortem Mayat: Hukum Islam & Pendapat Ulama”,
https://muftiwp.gov.my/artikel/bayan-linnas/1778-bayan-linnas-siri-57-post-mortem-mayat-
hukum-islam-pendapat-ulama, “diakses pada” 11 Januari 2021.

> Muhammad Mahyiddin Abdul Muhaid, Sunan Abu Daud Jilid 4, (Beirut: Al Maktabah
Al’Ashriyat, 1431), 476.
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Membedah badan manusia yang telah meninggal dunia
secara zahir dan jelas termasuk dalam larangan umum hadis di
atas dan juga terdapat beberapa hadis Nabi lain yang melarang
memotong badan mayat.”®

i Hadith Aisyah, daripada Nabi saw bersabda:
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Telah menceritakan kepada kami Ibnu Numair telah
menceritakan kepada kami Sa’i>d Bin Sa’id dia berkata, telah
mengabarkan kepadaku Aisyah berkata, Rasulullah saw
bersabda, “Sesungguhnya mematahkan tulang orang beriman
yang mati seperti mematahkan tulang orang beriman yang
hidup.” (Ahmad No. 23172)"’
c. Dalil Qiyas, antaranya:

i. Terdapat sebuah hadis yang melarang manusia untuk duduk di
atas kubur manusia yang telah meninggal dunia, kerana
perbuatan sedemikian merupakan suatu bentuk penghinaan ke
atas mayat yang terdapat di dalam kubur tersebut. Jika dipahami
maksud dari hadis ini, walaupun sekadar duduk di atas kubur
adalah dilarang apatah lagi sehingga membedah dan memotong

badan manusia yang telah meinggal dunia. Oleh kerana itu,

melakukan otopsi lebih kuat larangan dan tegahannya.

6 Zulkifli Bin Mohamad Al-Bakri, “Post Mortem Mayat: Hukum Islam & Pendapat Ulama”,
https://muftiwp.gov.my/artikel/bayan-linnas/1778-bayan-linnas-siri-57-post-mortem-mayat-
hukum-islam-pendapat-ulama, “diakses pada” 11 Januari 2021.

" Abdullah Bin Abdul Muhsin At Tarki, Musnad Imam Ahmad Bin Hanbal, (t.tp.,: Muassasah
Risalah, 2001), 354.
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i Terdapat banyak pandangan mengenai melakukan pembedahan
ke atas mayat dalam kalangan ulama, antaranya yang
mengharamkan membedah tubuh mayat perempuan yang sedang
hamil untuk menyelamatkan kandungan yang dimungkinkan
masih hidup, sedangkan ianya hanya merupakan maslahah
daruri. Maka oleh kerana itu mubah melakukan otopsi adalah
lebih kuat pendapatnya.’®

d. Dalil dari Qaidah al-Shar‘iyyah
Antara dalil yang digunakan, antaranya adalah:

. 2l JE Y

“Kemudaratan tidak dihilangkan dengan kemudaratan.”®

Qaidah ini menunjukkan bahawa kemudaratan itu tidak
boleh dihilangkan dengan kemudaratan lainnya. Dan perkara ini
termasuk dalam menghilangkan darar atau mafsadah dengan
seumpamanya. Maka berdasarkan gaidah ini ianya mubah.

S

Sebenarnaya gaidah ini berdasarkan hadith nabi, sabda Nabi
SAW:
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8 Zulkifli Bin Mohamad Al-Bakri, “Post Mortem Mayat: Hukum Islam & Pendapat Ulama”,
https://muftiwp.gov.my/artikel/bayan-linnas/1778-bayan-linnas-siri-57-post-mortem-mayat-
hukum-islam-pendapat-ulama, “diakses pada” 11 Januari 2021.

" A. Djazuli, Kaidah-Kaidah Fikih, (Jakarta: Kencana, 2006), 73.
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Telah menceritakan kepada kami Muhammad Bin Yahya>
berkata, telah menceritakan kepada kami Abdurraza>q berkata,
telah menceritakan kepada kami Ma’mar dari Ja>bir Al Ju‘fi>
dari Ikrimah dari Ibnu Abba>s ia berkata, “Tidak ada
kemudaratan dan tidak memudaratkan.” (Ibnu Majah No. 2332)8°

Menurut gaidah tersebut haram hukumnya melakukan
kemudaratan dan juga dimudaratkan. Maka bedah mayat
hukumnya haram karena terdapat kemudaratan ke atas mayat
tersebut.

B. Analisis Metode Istinba>t} Hukum Fatwa Majelis Ulama Indonesia Nomor
6 Tahun 2009 Tentang Otopsi Jenazah
1. Dalil utama yang digunakan adalah al-Qur’an.

I. Berdasarkan firman Allah dalam surah al-Isra>’, ayat ke 70 yang

berbunyi,

kY jSL'sL; sy Skl 6t Ay S 3 AL 55T g L Adlg
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“Dan sesungguhnya Kami telah memuliakan anak-anak Adam dan
Kami telah beri mereka menggunakan berbagai-bagai kenderaan di
darat dan di laut dan Kami telah memberikan rezeki kepada mereka
dari benda-benda yang baik-baik serta Kami telah lebihkan mereka
dengan selebih-lebihnya atas banyak makhluk-makhluk yang telah
Kami ciptakan.” (Surah Al-Isra>’ [17]: 70)8!

Berdasarkan ayat di atas, jelas bahwa Allah sangat

memuliakan manusia dan ianya mencakup ketika mereka masih

8 Muhammad Fuad Abdul Bagqi, Sunan lbnu Majah, (t.tp.,: Dar Thya Al Kitab Al ‘Arabiah, 1431),
381.

81 Imam Ghazali Masykur et al., Al Mumayyaz Al-Quran Tajwid Warna Transliterasi Per Kata
Terjemah Per Kata, (Jakarta: Cipta Bagus Segara, 2013), 289.



hidup maupun setelah meninggal dunia. Oleh itu, perbuatan otopsi
jenazah ini sama saja dengan menghina manusia sebab pada otopsi
terdapat memotong anggota tubuh mayat, membedah perut dan
sebagainya. Oleh karenanya, otopsi hukumnya terlarang.%?

Surah al-Bagarah ayat ke 29,
NS ICIER e CE U

“Dialah Allah, yang menciptakan segala apa yang ada di bumi untuk
kamu...” (Surah Al-Bagarah [2]: 29)8

Surah Yunus ayat ke 92,

Osland gl 23 W1 28 18 B e Gl 100 6,50 B3 s 536

“Maka pada hari ini Kami selamatkan jasadmu agar engkau dapat
menjadi pelajaran bagi orang-orang yang datang setelahmu, tapi
kebanyakan manusia tidak mengindahkan tanda-tanda (kekuasaan)
Kami.” (Surah Yunus [10]: 92)%

Surah al-Mursala>t ayat 25 dan 26,

2
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“Bukankah Kami menjadikan bumi (tempat) berkumpul. Bagi yang
masih hidup dan yang sudah mati.” (Surah Al-Mursala>t [77]: 25-
26)8°

2. Dalil berdasarkan hadith dari Rasulullah saw, antaranya adalah

82 Abu Ubaidah Yusuf bin Mukhtar, Figih Kontemporer Cet. ke-1, (Gresik, Yayasan Al-Furgon al-
Islami, 2014), 306.

8 Imam Ghazali Masykur et al., Al Mumayyaz Al-Quran Tajwid Warna Transliterasi Per Kata
Terjemah Per Kata, (Jakarta: Cipta Bagus Segara, 2013), 5.

8 lbid., 219.
% |bid., 581.
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Dan Telah menceritakan kepada kami Abu Kuraib, telah menceritakan
kepada kami Waki> dari Sufya>n dari Amru> Bin Dina>r dari Sa’i>d Bin
Jubair dari Ibnu Abba>s radliallahu ‘anhuma bahwa, seorang laki-laki patah
lehernya karena terjatuh dari Unta ketika Ihram hingga ia meninggal
seketika. Maka Rasulullah saw bersabda, “Mandikanlah jenazahnya dengan
air bercampur daun bidara. Lalu kafanilah ia dengan kedua helai kainnya.
Dan janganlah kalian menutupi kepala dengan surban, jangan pula menutupi
wajahnya, karena ia akan dibangkitnya kelak di hari kiamat dalam keadaan
Thram.” (Muslim No 2095)8®
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Telah menceritakan kepada kami Hisha>m Bin Amma>r berkata, telah
menceritakan kepada kami Abdul Azi>z Bin Muhammad Ad-Dara>wardi
berkata, telah menceritakan kepada kami Sa‘d Bin Sa‘i>d dari Amrah dari
Aisyah ia berkata, Rasulullah saw bersabda, “Memecahkan tulang mayit
seperti memecahkannya ketika masih hidup. * (Ibnu Majah No 1605)®’
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Telah menceritakan kepada kami Muhammad Bin Ma’mar berkata, telah
menceritakan kepada kami Muhammad Bin Bakr berkata, telag
menceritakan kepada kami Abdullah Bin Ziyad berkata, telah mengabarkan
kepadaku Abu Ubaidah Bin Abdullah Bin Zamghah dari ibunya dari Ummu

8 Muhammad Fuad Abdul Bagqi, Sahih Muslim, (Beirut: Dar Thya At Turath Al Arabi, 1431), 98.
87 Muhammad Fuad Abdul Bagi, Sunan Ibnu Majah Jilid 2, (t.tp.,: Dar Ihya At Turath Al Arabi,
1431), 516.



Salamah dari Nabi saw beliau bersabda, “Memecahkan (merusak) tulang
seseorang yang telah meninggal (hukumnya) berdosa sebagaimana

perbuatan merusak tulang seseorang yang masih hidup.” (Ibnu Majah No.
1606)88

Jika dilihat pada hadith ini, perbuatan memecahkan tulang mayat
seorang muslim adalah dilarang atau haram untuk dilakukan, sedangkan
pada otopsi itu sendiri mengandung hal-hal seperti memotong dan melukai
sehingga ianya termasuk dalam larangan hadith di atas.®®

3. Qaidah sad al-Dzar‘iyah
272Ny 52N

“Tidak ada kemudaratan dan tidak memudaratkan.”*°

4. Qaidah fighiyyah antaranya adalah:

i Llall Gl s pie dald
“Mencegah kemafsadatan lebih didahulukan (diutamakan) dari pada
menarik kemaslahatan.”%

i, sl 5,0,
“Kondisi darurat membolehkan hal-hal yang (sebelumnya)
dilarang.”

ii. La, iy A& 8920
“(Kebolehan melakukan) Darurat itu dihitung seperlunya.
V. LT OG)L 1o Lagabael o) 010 5l Qbdde coio)las 131,
“Apabila terdapat dua kerusakan atau bahaya yang saling
bertentangan, maka kerusakan atau bahaya yang lebih besar

9592

8 Muhammad Fuad Abdul Bagi, Sunan lbnu Majah Jilid 2, (t.tp.,: Dar Ihya At Turath Al Arabi,
1431), 516.

8 Muhammad Asy-Syangithi, Ahkamul Jirahah ath-Thibbiyyah Cet. ke-2, (Jedah, Maktabah
Shahabah, 1994), 324.

% A, Djazuli, Kaidah-Kaidah Fikih, (Jakarta: Kencana, 2006), 68.

1 Ibid, 164.

% |bid., 73.



dihindari dengan jalan melakukan perbuatan yang resiko bahayanya
lebih kecil.”%

V. NV Ao~ p0 V.ja_fj Lf;‘ do >,
“Kehormatan seseorang yang hidup lebih agung daripada
kehormatan seseorang yang mati.”

Vi ST e sl sl s )
“Pengajaran bukti “adalah kewajiban orang yang mendakwa dan
sumpah adalah bagi orang yang mengingkari (dakwaan) nya.”%
MUI dalam menetapkan fatwa tersebut, MUI juga melihat kepada
Ketetapan Majma' Figh Islami, yaitu sebuah institusi para ulama dunia yang
berada di bawah bendera Rabit}ah 'Alam Islami. Berdasarkan keputusan
tersebut mereka berpendapat bahwa boleh hukumnya melakukan autopsi
terhadap seseorang yang sudah meninggal selama berdasarkan ketentuan
seperti berikut:
1. Untuk mengetahui penyebab kematian seseorang karena
diyakini kematiannya disebabkan pembunuhan.
2. Bagi tujuan pembelajaran.®®
C. Perbandingan metode istinba>t} hukum Jabatan Mufti Wilayah
Persekutuan Malaysia dengan Majelis Ulama Indonesia tentang otopsi
jenazah
1. Persamaan metode istinba>t} hukum Jabatan Mufti Wilayah Persekutuan
Malaysia dengan Majelis Ulama Indonesia tentang otopsi jenazah

a. Analisis persamaan metode istinbath hukum

% A. Djazuli, Kaidah-Kaidah Fikih, (Jakarta: Kencana, 2006), 168.

% |bid., 16.

% Firmansyah, “Hukum Autopsi Forensik Menurut Fatwa Majelis Ulama Indonesia Nomor 6 Tahun
2009 Tentang Autopsi Jenazah Dan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana Pasal 134”
(Skripsi—UIN Raden Fatah Palembang, 2018), 48.
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Fatwa Jabatan Mufti Wilayah Persekutuan Malaysia Irsyad Al-
Fatwa ke 94 dan Fatwa Majelis Ulama Indonesia Nomor 6 Tahun 2009
tentang otopsi jenazah memiliki persamaan dalam metode istinbath
hukumnya. Yaitu pada dasarnya, kedua badan fatwa berpendapat bahwa
melakukan otopsi atau bedah mayat ini mubah atau haram hukumnya
karena berdasarkan pada dalil al-Qur’an dan hadith.

Yang menjadi dalil kepada haram atau tidak harus melakukan
autopsi tersebut adalah:
I Al-Qur’an

Kedua badan fatwa tersebut berpandapat bahwa hukum asal

otopsi jenazah adalah haram karena berdasarkan firman Allah

SWT dalam surah al-Isra>’ ayat ke 70 yang berbunyi;

9~ 97

“Dan sesungguhnya Kami telah memuliakan anak-anak Adam
dan Kami telah beri mereka menggunakan berbagai-bagai
kenderaan di darat dan di laut dan Kami telah memberikan
rezeki kepada mereka dari benda-benda yang baik-baik serta
Kami telah lebihkan mereka dengan selebih-lebihnya atas
banyak makhluk-makhluk yang telah Kami ciptakan.” (Surah
Al-Isra>’ [17]: 70)%

Pada ayat ini jelas menunjukan bahwa Allah SWT sangat
memuliakan anak Adam bahkan ketika setelah meninggal dunia

sekalipun. Oleh itu, otopsi jenazah jelas berlawanan dari ayat di

% Imam Ghazali Masykur et al., Al Mumayyaz Al-Quran Tajwid Warna Transliterasi Per Kata
Terjemah Per Kata, (Jakarta: Cipta Bagus Segara, 2013), 289.
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atas karena pada otopsi itu terdapat hal-hal seperti pelukaan ke
atas tubuh mayat, memotong bagian anggota tubuh mayat dan
membedah perut mayat. Perbuatan sedemikian merupakan suatu
bentuk penghinaan ke atas manusia yang telah dimuliakan
Allah.%’
Hadith
Otopsi mubah atau haram dilakukan karena terdapat dalil yang
jelas mengatakan tidak boleh untuk melukai atau mematahkan
tulang orang yang sudah mati. Ini berdasarkan hadith Aisyah,
daripada Nabi saw bersabda, “Sesungguhnya mematahkan
tulang orang beriman yang mati seperti mematahkan tulang
orang beriman yang hidup.” Berdasarkan hadith di atas
menunjukkan bahwa perbuatan merusakkan tulang mayat orang
orang yang beriman adalah haram dan metode otopsi juga
termasuk di dalam hadith tersebut karena mengandungi hal-hal
seperti melukai dan membedah mayat.®
Qaidah sadd al-Dzar‘iyah

Pada umumnya, qaidah sad al- Dzar‘iyah yang
bersumber dari hadith Nabi saw digunakan dalam membahas

tentang hukum otopsi jenazah ini adalah;

% Abu Ubaidah Yusuf bin Mukhtar, Figih Kontemporer Cet. ke-1, (Gresik, Yayasan Al-Furgon al-
Islami, 2014), 306.

% Zulkifli Bin Mohamad Al-Bakri, “Post Mortem Mayat: Hukum Islam & Pendapat Ulama”,
https://muftiwp.gov.my/artikel/bayan-linnas/1778-bayan-linnas-siri-57-post-mortem-mayat-

hukum-islam-pendapat-ulama, “diakses pada” 11 Januari 2021.
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Telah menceritakan kepada kami Muhammad Bin Yahya>
berkata, telah menceritakan kepada kami Abdurraza>q berkata,
telah menceritakan kepada kami Ma’mar dari Ja>bir Al Ju‘fi
dari Ikrimah dari Ibnu Abba>s ia berkata, “Tidak ada
kemudaratan dan tidak memudaratkan.” (lbnu Majah No.
2332)%
Yang kemudian menjadi gaidah sad al- Dzar*iyah, yaitu:
Jxa¥syiay

“Tidak ada kemudaratan dan tidak memudaratkan.””'%

Qaidah ini melarang untuk melakukan kemudaratan ke
atas diri sendiri dan ke atas orang lain. Bahkan sebaliknya harus
memberi manfaat kepada orang lain dan orang lain juga
memberikan manfaat kepada orang lainnya. Oleh karena itu,
berdasarkan qaidah ini bedah mayat hukumnya tidak harus
karena terdapat kemudaratan ke atas mayat tersebut.%

Terdapat ayat-ayat al-Qur’an dan hadith yang mendukung
gaidah ini, antaranya adalah:

a. Al-Qur’an surah al-Bagarah ayat ke 231,

%Ejj&:j it \/ )g.w.c Yj

% Abdullah Bin Abdul Muhsin At Tarki, Musnad Imam Ahmad Bin Hanbal, (t.tp.,: Muassasah

Risalah, 2001), 354.

100 A, Djazuli, Kaidah-Kaidah Fikih, (Jakarta: Kencana, 2006), 68
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“Janganlah  kamu rujuki mereka untuk memberi
kemudharatan, karena dengan demikian kamu menganiaya
mereka.” (Surah Al-Bagarah [2]: 231)!%2

b. Al-Qur’an surah at-T}ala>q ayat ke 6,
gf//°5w/.ﬂéﬂf"/.f. f. 2725 w 32, 4 5. > éﬂfﬂ/‘
Sede Tsarad BAUAS Y3 18034 3 S Eis e SRS

“Tempatkanlah mereka (para isteri) di mana kamu bertempat
tinggal menurut kemampuanmu dan janganlah kamu
memudaratkan mereka (istri) untuk menyempitkan (hati)
mereka.” (Surah At-T}ala>q [65]: 6)1°

c. Hadith

& axle 2 L}JG&L&}&W&&\JWJ Z)Twﬁs\s.ﬁjéjg; L“ju&
s Koz w8 Kls 315 Lo 3y Ssly Sils &) gyl b
ROH R EON RPN R PSS S
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Dari Abu Bakar radiallahu anhu, Rasulullah saw bersabda
dalam khutbah perpisahan, “Sesungguhnya darah-darah
kamu semua, harta-harta kamu semua dan kehormatan kamu
semua adalah haram di antara kamu semua, seperti juga
kesucian hari kamu, pada bulan kamu, pada negara kamu,

apakah kamu belum mencapainya.” (Bukhari dan Muslim
dan lainnya)%*

Dalam mengeluarkan fatwa tentang hukum
melakukan otopsi atau bedah mayat, kedua badan fatwa ini

juga merujuk kepada fatwa yang dikeluarkan oleh badan-

192 |mam Ghazali Masykur et al., Al Mumayyaz Al-Quran Tajwid Warna Transliterasi Per Kata
Terjemah Per Kata, (Jakarta: Cipta Bagus Segara, 2013), 231.

103 Ibid, 559.

104 Muhammad Nashiruddin Al Albani, Shahih At Targhib Wa Tarhib, (Arab Saudi: Maktabah Al
Ma’arif Linasyri wa Tauzi’u Ar Riyad, 1432), 171.
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badan fatwa dunia antaranya Ketetapan Majma' Figh Islami,
yaitu sebuah institusi para ulama dunia.

Oleh itu, kebanyakan badan fatwa di Indonesia
maupun di Malaysia bersepakat bahwa otopsi yang
dibenarkan adalah otopsi yang hanya bertujuan:

1. Untuk menyelamatkan janin yang masih hidup dalam
rahim mayat adalah hukumnya wajib.
Yang menjadi dasar dalam pengambilan hukum di atas
adalah berdasarkan kitab I‘a>nah At-T}alibi>n, bahwa
tidak boleh seseorang perempuan yang mati itu
dikuburkan sedangkan di dalam rahimnya itu terdapat
janin yang masih hidup sehingga telah dinyatakan
meninggal saja. Dan jika janin tersebut dinyatakan masih
hidup maka wajib membuka dan mengeluarkannya
karena diharapkan masih ada kehidupan untuk
bayinya.”10®

2. Untuk mengeluarkan benda yang berharga di dalam
rahim hukumnya wajib dibedah jika benda tersebut milik
orang lain dan pemiliknya menuntut untuk dikembalikan
barangnya tersebut.
Dasar hukum tersebut terdapat dalam kitab al-

Muhaddhab bahwa jika seorang mayit menelan barang

195 sayyid Bakri Syatha, “In’naha Ath-Thalibin”, (Semarang: Tohaputra, t.t.,) 122.

15



atau benda yang bukan miliknya dan itu milik orang lain,
kemudian dia mati. Jika pemiliknya menuntut maka
perutnya wajib di bedah dan bendannya itu dikembalikan
ke pemilik asalnya.1%
3. Untuk kepentingan penegakan hukum.
4. Untuk kepentingan penelitian ilmu pengetahuan para
kedokteran. 107
2. Perbedaan metode istinba>t} hukum Jabatan Mufti Wilayah Persekutuan
Malaysia dengan Majelis Ulama Indonesia tentang autopsi jenazah
a. Analisis Perbedaan Metode Istinba>t} Hukum

Pada dasarnya kedua badan fatwa berpendapat bahwa huku
otopsi jenazah adalah mubah atau haram. Di samping itu, kedua badan
fatwa tersebut juga berpendapat bahwa harus melakukan otopsi dalam
beberapa keadaan. Di sinilah, menjadi perbedaan dalam metode
istinbath yang digunakan antara Jabatan Mufti Wilayah Persekutuan
Malaysia dengan Majelis Ulama Indonesia.

Jabatan Mufti Wilayah Persekutuan Malaysia menambahkan
metode giyas dalam menentukan hukum otopsi jenazah ini. Berdasarkan
metode giyas yang digunakan Jabatan Mufti Wilayah Persekutuan
Malaysia ini, terdapat giyas yang melarang atau menjadikan tidak harus

hukumnya melakukan otopsi dan juga terdapat giyas Yyang

106 Mika Aprilia Wibawati, “Bedah Mayat Perspektif Hukum Positif Dan Hukum Islam (Studi Kasus
Di RS Bhayangkara Kediri)”. (Skripsi--Institut Agama Islam Negeri Tulungagung, 2018), 18.
197 Ibid., 18.

16



mengharuskan otopsi. Antara giyas yang melarang atau menjadikan

mubah hukum melakukan otopsi adalah:

I. Di mana terdapat hadith yang melarang untuk duduk di atas
kuburan, kerana mayat di dalam kubur tersebut seperti terhina
disebabkan perbuatan tersebut.

ii. Bagi pembedahan ke atas tubuh mayat perempuan yang hamil

untuk menyelamatkan kandungan yang diharap masih hidup.%
Manakala giyas yang mengharuskan dilakukan otopsi ini adalah:

. Otopsi jenazah bagi tujuan pembelajaran seperti membedah
perut wanita hamil yang mati untuk mengeluarkan
kandungannya yang diharapkan masih hidup.

ii. Otopsi untuk pembelajaran seperti membedah perut ibu untuk
memotong janin yang sudah meninggal bagi tujuan
menyelamatkan ibu karena diyakini jika tidak berbuat demikian
akan membahayakan ibu tersebut atau boleh menyebabkan ibu
tersebut meninggal.

iii. Otopsi bagi tujuan belajar seperti keharusan untuk membelah
perut seseorang yang mati bagi mengeluarkan harta yang

dipercayai bukan milik si mati yang telah ditelannya.'%

108 Zulkifli Bin Mohamad Al-Bakri, “Post Mortem Mayat: Hukum Islam & Pendapat Ulama”,
https://muftiwp.gov.my/artikel/bayan-linnas/1778-bayan-linnas-siri-57-post-mortem-mayat-
hukum-islam-pendapat-ulama, “diakses pada” 11 januari 2021.

199 Umar Mukhtar Mohd Noor, “Irsyad Al Fatwa Ke 94: Hukum Melakukan Autopsi Ke Atas
Mayat”, https://muftiwp.gov.my/artikel/irsyad-fatwa/irsyad-fatwa-umum/1475-irsyad-al-fatwa-ke-
94-hukum-melakukan-autopsi-ke-atas-mayat, “diakses pada” 11 Januari 2021.
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Dalam menetapkan bahwa hukum otopsi jenazah, Jabatan Mufti
Wilayah Persekutuan Malaysia meneliti beberapa pandangan atau
pendapat dari beberapa tokoh ulama seperti Sheikh Yusuf al-Dajawi,
Sheikh Hasanain Makhluf, Sheikh Ibrahim al-Ya‘qubi, Sheikh Sa‘i>d
Ramad}a>n al-Bu>t}i>, Sheikh Dr Mahmud Nazim al-Nasimi dan
Syeikh Dr Mahmud Ali Sartawi dan juga beberapa badan fatwa dunia
seperti Fatwa Lajnah Hai’ah Kiba>r Al-‘Ulama>’ ‘Arab Sa‘udi, Majma’
Figh Islami, Lajnah Ifta’ al-Azhar Mesir dan juga Lajnah Ifa’ Jordan

berpendapat harus hukumnya melakukan otopsi.

Jabatan Mufti Wilayah Persekutuan Malaysia juga menambah

gaidah fighiyyah seperti:

1 Lgiel CS8) oBieds &l 1305 « IH 535 plisdias Sl 13)
Leasy Ll

Artinya:

“Apabila bertembung dua maslahah maka didahulukan yang paling
kuat dan jika bertembung dua kerosakan hendaklah dipilih yang
paling ringan untuk menolak yang lebih besar.”

Qaidah di atas semakna dengan:

AW RS il SUI (25 15
“Apabila saling bertentangan antara ketentuan hukum yang
mencegah dengan yang mengharuskan pada waktu yang sama, maka
dahulukanlah yang mencegah”!1°

Qaidah ini jelas menegaskan manusia bahwa apabila

terdapat dalil atau bukti kenyataan yang bertentangan antara yang

110 A, Djazuli, Kaidah-Kaidah Fikih, (Jakarta: Kencana, 2006), 175

18



mencegah dengan mengharuskan dalam waktu yang sama, maka

yang didahulukan itu adalah yang mencegah.!*

2. oy s e Y

!

13 2 Y4

“Apa yang tidak sempurna sesuatu yang wajib kecuali dengannya
maka perkara tersebut menjadi wajib.”'?

Qaidah ini berhubungan dengan kaidah:

LAl 1S5 ol
“Hukum wasilah sama dengan hukum maqasid”**3

Manakala dalam metode istinba>t} hukum Majelis Ulama
Indonesia menambahkan beberapa dalil al-Qur’an dan hadis
berkaitan tentang mubah atau haram melakukan otopsi. Antaranya
adalah:

1. Al-Qur’an surah Yunus ayat ke 92,

Oslasd e o MO 23 08 85 T Bl ) 0,50 GG s 3
“Maka pada hari ini Kami selamatkan jasadmu agar engkau dapat
menjadi pelajaran bagi orang-orang yang datang setelahmu, tapi
kebanyakan manusia tidak mengindahkan tanda-tanda (kekuasaan)

Kami.” (Surah Yunus [10]: 92)14

2. Al-Qur’an surah al-Mursala>t ayat 25 dan 26,

11 1bid.

112 |bid.

113 |bid.

114 Imam Ghazali Masykur et al., Al Mumayyaz Al-Quran Tajwid Warna Transliterasi Per Kata
Terjemah Per Kata, (Jakarta: Cipta Bagus Segara, 2013), 291.
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“Bukankah Kami menjadikan bumi (tempat) berkumpul. Bagi yang
masih hidup dan yang sudah mati.” (Surah al-Mursala>t [77]: 25-
26)115

Hadith

Ok 8205 L 306 525 3T B a2 deo Bhs 4 Bs
uorsywwfdsrk_crsu\rujww Jebs B
Telah menceritakan kepada kami Ibnu Numair telah menceritakan
kepada kami Sa‘d Bin Sa‘i>d dia berkata, telah mengabarkan
kepadaku Aisyah berkata, Rasulullah saw bersabda, “Sesungguhnya
mematahkan tulang orang beriman yang mati seperti mematahkan
tulang orang beriman yang hidup.” (Ahmad No. 23172)*1¢
Jika dilihat pada dalil al-Qur’an dan hadith ini, jelas bahawa
haram hukumnya memecahkan tulang mayat seorang mukmin, baik
ketika hidup ataupun sudah mati. Sedangkan otopsi mengandung
hal-hal seperti memotong dan melukai sehingga ianya termasuk
dalam larangan hadith di atas.'!’
Seterusnya Majelis Ulama Indonesia juga menambah
beberapa gaidah fighiyyah dalam menjadikan harus hukumnya
autopsi atau bedah mayat di atas beberapa faktor dan keadaan.

Antara gaidah fighiyyah yang digunakan oleh Majelis Ulama

Indonesia tersebut adalah:

115 1bid., 581.

116 Abdullah Bin Abdul Muhsin At Tarki, Musnad Imam Ahmad Bin Hanbal, (t.tp.,: Muassasah
Risalah, 2001), 354.

117 Muhammad Asy-Syangithi, Ahkamul Jirahah ath-Thibbiyyah Cet. ke-2, (Jedah, Maktabah
Shahabah, 1994), 324.
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“Mencegah kemafsadatan lebih didahulukan (diutamakan)
dari pada menarik kemaslahatan.”*8

Imam ‘Izzuddin bin abd al-Sala>m mengungkapkan:

G e Ll s

“Menolak kemudaratan lebih utama daripada meraih
manfaat”®

Berdasarkan qaidah ini, bahwa apabila pada waktu yang

sama dihadapkan kepada pilihan menolak kemafsadatan atau meraih

kemaslahatan, maka yang harus diutamakan dan didahulukan itu

adalah menolak kemafsadatan. Karena apabila menolak

kemafasadatan berarti kita juga meraih kemaslahatan, sedangkan

tujuan hukum Islam itu adalah meraih kemaslahatan di dunia dan

akhirat.120
b. .Qb > \ Cm: s‘)jjﬂ.ﬂj\

“Kondisi darurat membolehkan hal-hal yang (sebelumnya)
dilarang.”

Qaidah ini merupakan cabang dari gaidah figh yang asasi,
yaitu:

35 s

Artinya: “Kemudaratan harus dihilangkan”!?!

Dalam kalangan ulama ushul, mengatakan yang

dimaksudkan dengan keadaan darurat yang membolehkan

118 A, Djazuli, Kaidah-Kaidah Fikih, (Jakarta: Kencana, 2006), 164.
119 |bid.

120 | bid.

121 A, Djazuli, Kaidah-Kaidah Fikih, (Jakarta: Kencana, 2006), 72.
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seseorang melakukan hal-hal yang dilarang haruslah

memenuhi syarat-syarat berikut:

1. Kondisi darurat yang mengancam jiwa atau anggota
tubuh badan.

2. Keadaan darurat itu hanya dilakukan sekadar perlunya
saja dan tidak melampaui batas.

3. Tidak ada jalan lain yang halal kecuali dengan

melakukan jalan tersebut.'?2
Loyl o5 39,21
“(Kebolehan melakukan) Darurat itu dihitung seperlunya.”

Terdapat gaidah yang mempunyai maksud yang sama dengan

gaidah di atas, yaitu:
W)A% JA8 ohsrall ml L

“Apa yang dibolehkan karena darurat diukur sekadar
kedaruratannya”

Kedua gaidah ini menunjukkan batasan manusia
dalam melakukan perkara yang dilarang karena kondisi
darurat dan ianya tidak boleh melampaui batas, hanya

sekadar perlu saja.'®

Logas T OIS 1) o Lagadast o9, 010 o OB co)las 13

“Apabila terdapat dua kerusakan atau bahaya yang saling
bertentangan, maka kerusakan atau bahaya yang lebih besar

122 1hid.

123 A, Djazuli, Kaidah-Kaidah Fikih, (Jakarta: Kencana, 2006), 73.
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dihindari dengan jalan melakukan perbuatan yang resiko
bahayanya lebih kecil.”*%

gaidah ini sering disingkat dengan:

el sl LAY

“Melaksanakan yang lebih ringan mudaratnya di antara dua
mudarat”

Qaidah ini menegaskan tentang pilihan terbaik di
antara yang buruk. Kerana kemudaratan itu bisa ditentukan
oleh nash, yaitu seluruh perbuatan yang dilarang oleh agama
adalah mudarat. ‘Izzuddin bin abd as-Salam ada
menyebutkan bahwa seluruh yang haram dan makruh itu
adalah mafsadah, tetapi hanya sekadar kemafsadatannya
yang berbeda. Oleh itu, memilih kerusakan yang lebih kecil
itu harus diutamakan bagi menghindari resiko yang lebih

besar.12
okl Bap a ool A e

“Kehormatan seseorang yang hidup lebih agung daripada
kehormatan seseorang yang mati.”

Berdasarkan gaidah ini bahwa kehormatan manusia
itu lebih mulia ketika waktu hidupnya berbanding waktu
matinya. Maka, melakukan perbuatan membedah mayat ini
tidaklah termasuk perbuatan yang dilarang.

Terdapat satu gaidah, yaitu:

124 1bid., 168.
125 1bid.
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Lo et B Y1y S cadl e bl

“Memelihara keadaan yang lama yang maslahat dan
mengambil yang baru yang lebih maslahat”?8

Qaidah di atas menjelaskan bahwa selalu terdapat
perubaha di dunia ini. Dalam menghadapi perubahan
tersebut, gaidah ini memberi isyarat untuk tetap memelihara
yang lama yang maslahat dan jika mengambil yang baru
maka harus yang lebih maslahat. Seperti halnya otopsi ini
yang mempunyai kepentingan dalam mengungkap tindak
pidana atau kematian yang berhubung dengan pembunuhan

dan kematian yang mencurigakan.
ST e ey ol e 2.

“Pengajaran bukti adalah kewajiban orang yang mendakwa

dan sumpah adalah bagi orang yang mengingkari (dakwaan)
9127

nya.

Qaidah ini berdasarkan hadith Nabi saw:

555 o Al 5 3 A 35 sty Bl 4 B3

80 055 B el 0 ol 5 b 41 08 b )
V) & 2 o s 80 o i 06 s e Ko
Lledl o

Abu Isha>q Ibra>hi>m Bin Abdu Rahman Bin Abdul Malik

Bin Marwa>n Ad Dimashgi memberitahu kami di Damaskus
Thuna Ar Rabi’ Bin Sulaima>n, T}una Muslim Bin Kha>lid

126 A, Djazuli, Kaidah-Kaidah Fikih, (Jakarta: Kencana, 2006), 110.

127 1bid., 157.

24



tenang Ibnu Jarih, tentang Amr Bin Shuaib tentang ayahnya
tentang Jiddah bahwa Rasulullah saw bersabda, “Pengajaran
bukti adalah kewajiban orang yang mendakwa dan sumpah
adalah bagi orang yang mengingkari (dakwaan) nya kecuali
di al-Qasamah.” 1?8

Terdapat gaidah yang sama maksudnya dengan gaidah di atas, yaitu:

ij‘ Y eedlly allall OYs oy A2

“Bukti adalah untuk menetapkan yang berbeda dengan
keadaan lahirnya dan sumpah untuk menetapkan keadaan
asalnya”!?®
Berdasarkan gaidah-gaidah di atas, setiap perkara
darurat itu membenarkan sesuatu yang sebelumnya itu
adalah diharamkan. Imam Ali Khamenei juga berpendapat
bahwa, “Tidak dibenarkan melakukan autopsi atas jasad-
jasad muslimin atau orang-orang yang dihukumi sebagai
seorang muslim, kecuali pada kondisi darurat. Adapun
seseorang yang telah murtad dihukumi sebagai kafir, kerana
itu tidak ada larangan untuk menggunakan jasadnya untuk
diotopsi.t%
b. Skema Persamaan Dan Perbedaan Metode Istinbath Hukum Otopsi

Jenazah

i Persamaan

Perkara Jabatan Mufti Wilayah Persekutuan

Malaysia Dan Majelis Ulama Indonesia

128 Abdul Haman ‘Adil Bin Sa’ad, 4] Mu jam Laban Al Magarou, (t.t.,: Maktabah Ar Rasyd, 1998),
198.

129 A, Djazuli, Kaidah-Kaidah Fikih, (Jakarta: Kencana, 2006), 157.

130 Suparno, Fikih Kedokteran Cet. 1, (Jakarta: Nur Al Huda, 2019), 53.
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Hukum

Kedua badan fatwa sepakat bahwa hukum
asal otopsi jenazah adalah haram.

Kedua badan fatwa tersebut juga sepakat
bahwa hukum otopsi jenazah. menjadi
sunnah berdasarkan keadaan yang

tertentu.

Dalil

Yang menjadi dalil haram pada asalnya

dilakukan otopsi jenazah adalah:

1. Surah al-Isra’ ayat ke 70.

2. Hadith Aisyah r.a dari Nabi saw
bersabda yang artinya,
“Sesungguhnya mematahkan tulang
orang beriman yang mati seperti
mematahkan tulang orang beriman
yang hidup.”

3. Qaidah figh

BEEREER

Keadaan yang
dibolehkan

otopsi jenazah

Untuk menyelamatkan janin yang masih
hidup dalam rahim mayat adalah
hukumnya wajib.

Untuk mengeluarkan benda yang berharga
di dalam rahim hukumnya wajib dibedah
jika benda tersebut milik orang lain dan
pemiliknya menuntut untuk dikembalikan

barangnya tersebut.
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- Untuk kepentingan penegakan hukum.

- Untuk

kepentingan

penelitian  ilmu

pengetahuan para kedokteran.

ii. Perbedaan
Perkara Jabatan Mufti Wilayah Majelis Ulama
Persekutuan Malaysia Indonesia
Hukum - Jabatan Mufti Wilayah | - MUI pula
Persekutuan Malaysia menetapkan
menetapkan bahwa bahwa hukum
hukum otopsi jenazah otopsi jenazah
adalah mubah dan adalah Sunnah
Sunnah berdasarkan saja.
keadaan tertentu.
Dalil - Jabatan Mufti Wilayah | - MUI pula
keharusan Malaysia lebih menggunakan
otopsi jenazah menggunakan metode metode gaidah
giyas. berbanding fighiyyah.
gaidah fighiyyah
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BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Kesimpulannya, menurut fatwa Jabatan Mufti Wilayah Persekutuan
hukum otopsi jenazah adalah mubah dan Sunnah berdasarkan keadaan yang
tertentu. Pandangan tersebut diambil berdasarkan banyak badan yang berwajib
dan juga para ulama. Manakala menurut MUI pula hukum otopsi jenazah adalah
Sunnah berdasarkan keadaan yang tertentu dan dilakukan oleh pihak yang
berwenang saja. Oleh itu, kedua badan tersebut bersepakat bahwa otopsi yang
dibenarkan adalah otopsi yang hanya bertujuan:

1. Untuk menyelamatkan janin yang masih hidup dalam rahim mayat
adalah hukumnya wajib.

2. Untuk mengeluarkan benda yang berharga di dalam rahim hukumnya
wajib dibedah jika benda tersebut milik orang lain dan pemiliknya
menuntut untuk dikembalikan barangnya tersebut.

3. Untuk kepentingan penegakan hukum.

4. Untuk kepentingan penelitian ilmu pengetahuan para kedokteran.

Di samping itu, terdapat juga titik perbedaan dalam kedua badan fatwa
tersebut di mana, Jabatan Mufti Wilayah Persekutuan Malaysia dalam
menetapkan hukum otopsi jenazah lebih menggunakan metode qiyas

berbanding metode lainnya. Manakala, Majelis Ulama Indonesia pula lebih



cenderung menggunakan gaidah fighiyyah dalam menentukan hukum otopsi
jenazah.
B. Saran
Pihak kedokteran atau pihak yang diberi kewenangan untuk melakukan
autopsi jenazah haruslah memerhatikan syarat-syarat yang sudah ditetapkan.
Berikut adalah perkara yang harus diperhatikan sepanjang melakukan otopsi

jenazah menurut Islam:3!

1. Menghormati, menjaga hak dan kemuliaan mayat sebagai manusia.

2. Menyegerakan urusan bedah siasat mayat.

3. Mendapat izin dari si mati sebelum mati dan pihak waris.

4. Melakukan bedah siasat dengan cermat (tidak kasar).

5. Melakukan bedah siasat mayat sekadar yang diperlukan saja.

6. Menjaga aurat mayat.

7. Tidak menghina, mengejek dan mengutuk mayat.

8. Memperhatikan langkah-langkah keamanan.

9. Menguruskan mayat dan sampel kajian (organ atau tisu) setelah selesai

bedah siasat dengan sebaik-baiknya.
10. Tidak mengambil tisu atau organ mayat.
11. Jenazah yang telah selesai diotopsi harus segera dipenuhi hak-haknya,

seperti dimandikan, dikafani, dishalatkan, dan dikuburkan.!32

181 Zulkifli Bin Mohamad Al-Bakri, “Post Mortem Mayat: Hukum Islam & Pendapat Ulama”,
https://muftiwp.gov.my/artikel/bayan-linnas/1778-bayan-linnas-siri-57-post-mortem-mayat-
hukum-islam-pendapat-ulama, “diakses pada” 11 Januari 2021.

132 Agung Sasongko, “Autopsi Dalam Tinjauan Syariah”,
https://www.google.com/amp/s/m.republika.co.id/amp, “diakses pada” 11 Januari 2021.



https://muftiwp.gov.my/artikel/bayan-linnas/1778-bayan-linnas-siri-57-post-mortem-mayat-hukum-islam-pendapat-ulama
https://muftiwp.gov.my/artikel/bayan-linnas/1778-bayan-linnas-siri-57-post-mortem-mayat-hukum-islam-pendapat-ulama
https://www.google.com/amp/s/m.republika.co.id/amp

12. Jika sudah selesai melakukan otopsi ke atas jenazah, semua jasad mayat

yang telah diautopsi wajib untuk dikuburkan secara bersamaan.!33

133 Firmansyah, “Hukum Autopsi Forensik Menurut Fatwa Majelis Ulama Indonesia Nomor 6 Tahun
2009 Tentang Autopsi Jenazah Dan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana Pasal 134”
(Skripsi—UIN Raden Fatah Palembang, 2018), 48.
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